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1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”.1 Negara hukum adalah suatu negara yang 

penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada hukum yang berlaku, di mana 

hukum itu sendiri menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pemerintah 

maupun warga negara. Konsep ini menekankan bahwa setiap warga negara 

memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, dan hak-haknya dilindungi 

secara adil. Negara hukum tidak hanya menjamin keteraturan dan kepastian hukum, 

tetapi juga memastikan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.2 Di sisi 

lain, munculnya pemahaman welfare state mewajibkan negara untuk bertanggung 

jawab terhadap kesejahteraan rakyat. 

Kesehatan merupakan masalah yang penting dalam kehidupan dewasa ini. Bagi 

pemerintah sebagai penyelengara kepentingan bersama atau umum dalam 

melaksanakannya berusaha meningkatkan derajat kesehatan yang maksimal semua 

rakyat dengan mengikut sertakan semua lapisan masyarakat dalam setiap usaha 

kesehatan, oleh sebab setiap warga negara berhak mendapatkan ataupun 

memperoleh derajat kesehatan yang maksimal.3 

 
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2 Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Penerbit Kaukaba, 

Yogyakarta, 2013, hlm. 1. 
3 R. Abdul Djnmili dan Lenawati Tedjapermana, Tanggung Jawab Hukum Seorang Doller 

Dalam Menanganl Parlemnen, Abardin, Jakarta, 2013. him. 128 
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Indonesia dengan tingkat ekonomi menengah kebawah menganggap bahwa 

tukang gigi merupakan pilihan yang tepat untuk mendapatkan akses kesehatan gigi 

karena lebih mudah dijangkau dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan 

jasa tukang gigi.4 Selain mudah dijangkau dan harga yang relatif murah, banyak 

masyarakat yang beralih dan memilih layanan tukang gigi akibat adanya tekanan 

psikologis yang kerap mengakibatkan masyarakat merasa takut ketika berobat ke 

dokter gigi, sehingga secara tidak langsung menjadikan keberadaan tukang gigi 

sebagai pembawa keberuntungan dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian 

masyarakat akan kesehatan oral ataupun gigi.5  tukang gigi memiliki batasan 

kewenangan. Tukang gigi dilarang untuk melakukan kewenangan melebihi 

kewenangannya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pekerjaan Tukang 

Gigi. 

Peningkatan kepedulian masyarakat akan kesehatan mulut dan gigi di masa kini 

menjadikan adanya sebuah fenomena sosial yang sudah banyak merubah gaya 

hidup masyarakat, pada mulanya masyarakat mencoba untuk tampil rnenarik 

dilakukan dengan mengenakan pakaian, perhiasan dan riasan wajah yang bagus 

dan menarik kini merasa bahwa penampilan luar tidaklah cukup. Melakukan 

perawatan gigi seperti merapikan gigi dengan behel hingga mencerahkan wama 

 
4 Lia Novita Putri and Teuku Haflisyah, Tanggimg Jawab Tulcang Gigi Sebagai PelaAu Usaha 

Alas Pelanggaran Praktik Yang Menimbullcan Kerugian Terhadap Koruumen (Suar Peneliti Di 
Kola Banda Aceh), Jurrial llmiah Manasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Volume 03 Nomor 02, 
Tahun 2019. him. 327-338 
 5 Ida Ayu Dwimaya and I Nyoman Suyatna, Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Kawai Gigi 
Melalui Jasa Tukang Gigi Atas Pelanggaran Pe,janjian Terapeulik, Jumal Kertha Wicara 
Universitas Udayana, Volume 09 Nomor 06, 2020. him. 128 

1

1

1

1

3
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gigi dengan veneer kini telah menjadi trend gaya hidup yang mulanya diberikan 

kepada pasien dengan kasus tertentu sehingga perlu adanya pengawasan yang 

dilakukan pemerintah guna menghindari adanya pelanggaran dan penyelewengan 

layanan kesehatan.6  

Salah satu bentuk praktik pelayanan kesehatan pada gigi yang cukup sering 

diminati ialah tindakan medis rehabilitasi dengan metode veneer yang diaplikasikan 

pada gigi, veneer merupakan tindakan medis yang menjadi kompetensi utama 

seorang dokter gigi, karena tindakan tersebut merupakan tindakan medis 

rehabilitatif, sebagaimana yang diatur dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi 

sebagai lex specialis yang dibuat oleh Konsil Kedokteran Indonesia.7 

Maraknya kasus praktik tukang gigi yang tidak memiliki izin dinas kesehatan 

hingga kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tukang gigi merupakan 

sebuah akibat dari peningkatan pennintaan layanan kesehatan gigi seperti 

kerusakan gigi akibat tambal gigi. pemasangan behel hingga veneer abal-abal 

Ragam kasus terjadi menimpa pasien tukang gigi yang jarang diangkat ke ranah 

hukum akibat ketidaktahuan pasien atas hak dan kewajiban dirinya sebagai pasien 

yang dapat diperjuangkan sebagai pihak yang dirugikan. Pasien yang kerap 

berkunjung ke tukang gigi pun biasanya berasal dari kalangan ekonomi menengah 

kebawah dengan tingkat pendidikan yang rendah menjadikan pasien tukang gigi 

tidak mengetahui ·status dirinya ketika terjadi kerugian akibat malpraktek.8  

 
6  I Gede Wahyu Dananjaya, Perlindungan Hukum Terhadap Konrumen Yang dirugian atas 

jasa Praltek Tukang Gigi di Kofa Denpasar", dalam Kcrtha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Volume 
I., Nomor JO, Oktober 2013. hlm. 39 

7 Wangsarahadja K. Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah, M. I. Kedokteran Gigi, Volume 2, Nomor 2, 2007. him. 90 

8 Ibid. 

1

1
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Penanganan yang tepat untuk mencegah ataupun menangani masalah pada 

kesehatan gigi dan mulut harus menggunakan ahlinya yaitu Dokter Gigi. Dokter 

Gigi dipercaya atau di yakini mampu untuk melakukan penyembuhan kesehatan 

gigi dan mulut. Persoalan di masyarakat. adalah karena perawatan ke Dokter Gigi 

tidak cukup atau tidak terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah kebawah. 

Perilaku seorang dokter atau dokter gigi terhadap pasien kadang tidak sejalan 

sebagaimana profesi dokter itu sendiri. tindakan-tindakan yang tidak sesuai.9 

Perilaku seorang dokter atau dokter gigi terhadap pasien kadang tidak sejalan 

sebagaimana profesi dokter itu sendiri. tindakan-tindakan yang tidak sesuai standar 

prosedur operasional sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Banyak pula 

orang-orang yang mengaku sebagai dokter namun nyatanya bukan dokter. 

banyaknya salon kecantikan yang kemudian membuka jasa layanan kesehatan gigi 

dan bertindak seolah olah dokter dengan menawarkan tindakan estetik diantaranya 

pemutihan gigi, veneer gigi hingga pemasangan kawat gigi yang sebenamya 

merupakan tindakan medis dan hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi 

profesional dan berkompeten.  

Akibatnya banyak menimbulkan korban karena praktik-praktik tersebut 

dilakukan tanpa dibekali keahlian medis. Tindakan perawatan gigi metode veneer 

tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi 

praktik veneer tennasuk dalam kategori tindakan medis, perawatan gigi secara 

umum sebagaimana yang diatur dalam beberapa regulasi. Hal tersebut diatur dalam 

 
9 Dicky Nur Oktaviano dan Yovita Arie Mangesti, Perlind11ngan Hukum Pengguna Jasa Tukang 

Gigi Terhadap Dugaan Malpraktlk dalam Bureaucracy, Journal Indonesia Journal of Law and Social-
Political Governance, Volume 2, Nomor 3, September 2022. him. 214 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MenKes/ Perma/2005 

tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi. 10 

Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan 

memasang gigi tiruan lepasan. Pasal 2 ayat (I) Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan 

Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi menjelaskan bahwa semua. Tukang Gigi yang 

menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat izin 

tukang gigi. Darnpak lain dari ketidaktahuan masyarakat ketika melihat kasus 

malpraktek tukang gigi yang beredar memberikan dampak buruk seperti penolakan 

secara sosiologis, hal ini menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan 

perawatan mulut dan gigi.11 

Surat zin berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi 

persyaratan. Dalam melaksanakan pekerjaannya tukang gigi mempunyai standar. 

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi 

menyebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan tukang gigi sesuai dengan standar 

pekerjaan tukang gigi. 12 

 
10 Darda Syahrizal dan Senja Nilasari, Undang-Undang Prablk KedokJeran Dan Aplikasian, 

Dunia Cerdas, Jakarta, 2013. him. 10 
11 Pasal 2 ayat (l) Peraturan Menteri Keschatan Rcpublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang 

Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, 
12 Pasal 7 ayat (I) Pcraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang 

Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinw, Pekerjaan Tukang Gigi 
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Pasal I Peiraturan Meinteiri Keiseihatan Noimoir 39 Tahun 2014 Teintang Peimbinaan, 

Peingawasan dan Peirizinan Peikeirjaan Tukang Gigi (seilanjutnya diseibut Peirmeinkeis Noimoir 

39 Tahun 2014) meinjeilaskan bahwasanya tukang gigi meirupakan individu yang 

meimiliki keimampuan dalam meimbuat dan meimasang gigi tiruan leipasan seihingga 

masyarakat beirkunjung kei tukang gigi untuk meingganti gigi meireika deingan gigi 

tiruan. Seilain itu peingoibatan tukang gigi di Indoineisia diseibut seibagai peingoibatan 

tradisioinal dan dianggap sama deingan prakteik peingoibatan akupuntur, dukun 

beiranak dan seijeinisnya. seilanjutnya didalam Pasal 6 ayat (2) Peinneinkeis Noimoir 

39 Tahun 2014 meinjeilaskan bahwasanya teirdapat dua poiint tugas dan weiweinang 

seioirang tukang gigi, diantaranya seibagai beirikut : 

1.  Meimbuat gigi tiruan leipasan dan atau peinuk yang teirbuat dari bahan 

heiat curing acrylic yang teilah meimeinuhi peirsyaratan keiseihatan; dan  

2. Meimasang gigi tiruan leipasan dan/atau peinuk yang teirbuat dari heiat curing 

acrylic deingan tidak meinutupi sisa akar gigi. 

Tukang gigi dalam meilakukan peikeirjaan tukang gigi dapat beikeirja sama deingan 

teinaga keiseihatan seisuai deingan keiweinangan dan tanggung jawab masing-masing 

banyak oirang-oirang yang meilakukan peikeirjaan di bidang keiseihatan tidak meimiliki 

peingeitahuan ilmiah yang dipeirlukan dan meilakukan peikeirjaan di luar batas-batas 

keiweinangan dan keimampuannya yang dikhawatirkan dapat meimbahayakan dan 

meirugikan keiseihatan masyarakat.13 Seilain pasal diatas, seicara jeinis peikeirjaan, 

teirdapat peirbeidaan yang kointras antara peikeirjaan yang dilakukan oileih tukang gigi 

 
13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1969 Tentang 
Pemberian izin Menjalankan  Pekerjaan Prakrtik Tukang Gigi 

1

1
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dan doikteir gigi. Tukang gigi tidak meimiliki peingalaman peindidikan khusus 

keidoikteiran gigi dan tidak meimiliki ijazah maupun surat izin reismi dari dinas 

keiseihatan, keiteirampilan ini biasanya meireika dapatkan seicara turun teimurun. 

Seimeintara  seioirang doikteir gigi  ialah  meireika  yang teilah  yang teilah 

meinyeileisaikan studi Strata Satu (SI) peindidikan keidoikteiran gigi dan ditambah 

peindidikan proifeisi doikteir gigi seilama dua tahun untuk meindapatkan geilar doikteir 

gigi (drg). Namun seioirang doikteir gigi tidak bisa asal meimbuka praktik. Untuk 

dapat meimbuka prakteik seicara leigal, seioirang doikteir gigi peirlu meingikuti seibuah 

Ujian Koimpeiteinsi Doikteir Gigi Indoineisia (UKDGI) seibagai standarisasi doikteir gigi 

dari Fakultas Keidoikteiran Gigi. seicara ranah keirja, doikteir gigi meimiliki cakupan 

yang leibih luas. Seioirang doikteir gigi dipeirboileihkan untuk meingoibati pasiein deingan 

keiluhan keiseihatan gigi dan mulut, namun apabila seioirang doikteir gigi meineimukan 

kasus yang dialami pasiein dan tidak dapat diseileisaikan, seioirang doikteir gigi umum 

dapat meirujuk pasiein kei doikteir gigi speisialis yang teipat.26 Teitapi peingaturan dan 

peimbatasan ruang lingkup keirja ini teirkadang tidak ditaati oileih tukang gigi, masih 

banyak tukang gigi yang meilayani prakteik peimasangan kawat gigi hingga 

meinawarkan jasa veineieir gigi yang teintu saja teilah meinyalahi reigulasi peirundang-

undangan yang beirlaku. 

Putusan Mahkamah Koinstitusi Noimoir 40/PUU-X/2012 meimbeirikan peirubahan 

peimaknaan pada Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Undang-Undang Praktik Keidoikteiran 

seihingga beirakibat meimbatalkan Peiraturan Meinteiri Keiseihatan Noimoir 

1871/MEiNKEiS/PEiR/IX/2011 teintang Peincabutan Peiraturan Meinteiri Keiseihatan 

Noimoir 339/PEiR/MEiNKEiSN/1989 yang tidak meimpeirpanjang atau tidak 

1
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meimbeirikan izin keipada tukang gigi dalam meilakukan peikeirjaannya. Putusan 

Mahkarnah Koinstitusi teirseibut teitap untuk meimbeirikan izin keimbali keipada tukang 

gigi seilagi masih meimiliki izin dari peimeirintah. 

Putusan Mahkamah Koinstitusi meinjadi proi dan kointra dari kalangan tukang 

gigi, doikteir gigi bahkan dari masyarakat luas. Deingan adanya putusan teirseibut jasa 

tukang gigi bisa buka praktik keimbali deingan meintaati apa yang putuskan oileih 

Mahkamah Koinstitusi, adapun di sisi lain doikteir gigi masih meimiliki keikhawatiran 

dan tidak seidikit dari masyarakat yang meimiliki keipeircayaan seipeinuhnya pada 

tukang gigi dalam meimbeirikan peilayanan untuk  

masyarakat banyak meinggunakan jasa tukang gigi dalam meirawat dan meingoibati 

masalah gigi meireika. Deingan uji mateiril Mahkamah Koinstitusi yang teitap 

meimbeirikan izin deingan peikeirja tukang gigi deingan meimbatalkan Peiraturan 

Meinteiri Keiseihatan Noimoir 1871/MEiNKEiS/PEiR/IX/201l Mahkamah Koinsitusi 

meingatakan beirteintangan deingan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (I) 

Undang-Undang Dasar 1945 teilah meingamanatkan bahwa "seitiap oirang beirhak untuk 

hidup seijatra lahir dan batin, beirteimpat tinggal dan meindapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan seihat seirta beirhak meimpeiroileih peilayanan keiseihatan.27 Beirdasarkan basil 

oibseirvasi peinulis di Keicamatan Teimbilahan seikitar 31 tukang gigi atau saloin yang 

teirseibar di wilayah Kabupatein indragiri hilir, jumlah teirseibut cukup banyak, bahkan 

keimungkinan leibih dari jumlah teirseibut, kareina ada tukang gigi yang bisa 

meindapatkan panggilan dari rumah kei rumah tanpa meimbuka teimpat prakteik teitap. 

Jasa yang tukang gigi untuk seikitaran wilayah Jalan Teilaga Biru, Keicamatan 

Teimbilahan, Kabupatein lndragiri Hilir, adanya meimbuka jasa peimanggilan kei 
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rumah. Namun tidak meimiliki teimpat prakteik khusus untuk meilakukan jasa tukang 

gigi, dan tidak meimiliki izin peikeirjaaan tukang gigi. Untuk meimpunyai izin teirlalu 

banyak yang harus disiapkan keimudian ditakutkan meingeiluarkan uang yang tidak 

seidikit, meingakibatkan tidak meingurus izin. Teimpat prakteik tukang gigi di Jalan 

Abd. Manaf, Keicamatan Teimbilahan, Kabupatein Indragiri Hilir meinjeilaskan 

bahwasanya peimah ingin meingurus izin agar koinsumein leibih peircaya, namun niat itu 

diurungkan dikareinakan proiseidur yang dianggap cukup sulit, keimudian peimilik jasa 

teilah lama meimbuka jasa.14 

tukang gigi, namun sampai saat ini beilum meineimui masalah dikareinakan 

rneimbuka prakteik tidak beirizin, oileih kareina itu meingurungkan niat untuk 

rneingurus izin. pada koinseipnya, apabila dalam meilakukan peikeirjaan tukang gigi 

meilanggar keiteintuan yang teilah diteitapkan oileih Peiraturan Meinteiri Keiseihatan 

Noimoir 39 Tahun 2014 teintang Peimbinaan, Peingawasan, dan Peirizinan Peikeirjaan 

Tukang Gigi, maka akan dikeinakan sanksi administratif oileih peimeirintah daeirah 

Kabupatein/Koita beirupa teiguran teirtulis, peincabutan izin seimeintara, dan peincabutan 

i.zin teitap. Hukum di sini meimpunyai fungsi untuk meineirtibkan dan meingatur 

peirgaulan dalam masyarakat seirta meinyeileisaikan masalah-masalah yang teirjadi di 

masyarakat. 

Keicamatan Teimbilahan dimana kasus praktik peirawatan gigi meitoidei veinei·eir 

yang dilakukan oileih seiseioirang yang bahkan tidak meimiliki koimpeiteinsi dan 

keiweinangan meidis. Tindakan jasa keiseihatan gigi meilakukan praktik seioilah-oilah 

 
14 Muhammad Sadi, Etika dan Hukum Kesehatan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 

2015.   him. 7 
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seibagai teinaga keiseihatan yang teilah meimiliki izin seihingga meinyeibabkan koirban 

meingalami koindisi eimail gigi yang teilah peicah seirta mulutnya meileipuh seipeirti 

teirbakar. Beirawal dari teirsangka meinghubungi koirban kareina meimiliki hubungan 

peirteimanan keimudian meineirangkan bahwa peimilik jasa keiseihatan gigi teilah 

meilakukan kursus keicantikan beirupa veineieir gigi dan teilah meimiliki seirtifikat 

kursus di Steiff Broiw Jakarta, seihingga koirban keimudian teirtarik dan datang kei 

rumah teirsangka yang seikaligus teimpat praktik saloin keicantikan untuk meilakukan 

veineieir gigi. Seiteilah dilakukan veineieir gigi oileih teirdakwa, koirban meingalami 

koindisi eimail gigi yang teilah peicah seirta mulutnya meileipuh seipeirti teirbakar.15 

Akibatnya, koirban langsung meimeiriksa koindisinya kei Rumah Sakit. Teirdakwa 

meilakukan tindakan peirawatan gigi meitoidei veineieir keipada koirban teirseibut hanya 

didasarkan atas seirtifikat kursus dari Steiff Broiw seilama I (satu) hari di Jakarta 

seidangkan teirsangka tidak meimiliki peingeitahuan dan/atau keiteirampilan meilalui 

peindidikan di bidang keiseihatan seibagaimana yang dipeirboileihkan meilakukan 

tindakan praktik veineieir gigi adalah seioirang doikteir gigi yang dinyatakan koimpeitein 

deingan meimiliki Surat Tanda Reigistrasi (STR) yang dikeiluarkan oileih Koinsil 

Keidoikteiran Indoineisia dan meimiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeiluarkan oileih 

Dinas Keiseihatan. Bahkan teirsangka juga bukan meirupakan seioirang tukang gigi 

yang dibeirikan izin oileih peimeirintah kabupatein/koita atau dinas keiseihatan 

kabupatein/koita seiteimpat untuk meilakukan peikeirjaan tukang gigi, meilainkan hanya 

oirang biasa yang hanya meimiliki seibuah saloin keicantikan  

Peirbuatan yang dilakukan oileih teirsangka dapat digoiloingkan seibagai tindakan 

 
15 Ibid.  
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malpraktik seibagaimana istilah malpraktik dari sudut harfiah yang artinya praktik yang 

buruk kareina salah dan meinyimpang dari yang seiharusnya. Malpraktik meidis dapat 

teirmasuk kateigoiri peinganiayaan jika ada keiseingajaan, baik teirhadap peirbuatan 

maupun akibat peirbuatan seibagaimana diatur dalam Peiraturan Hukum Pidana 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).16 Meilihat tindakan yang dilakukan oileih 

teirsangka dimana meilakukan veineieir gigi yang tidak seisuai deingan Standar Proiseidur 

Oipeirasfoinal deingan meinggunakan oibat yang tidak teirdaftar izin peireidarannya seirta 

alat yang digunakan tidak meimiliki izin dari leimbaga keiseihatan yang beirweinang, 

seihingga meinimbulkan dampak yang beirbahaya bagi keiseihatan. 

Tindakan yang dilakukan oileih teirsangka beirupa tindakan meimasukkan suatu i.at kei 

dalam bagian tubuh manusia meirupakan tindakan meidis yang hanya bisa dilakukan 

oileih teinaga meidis. Dalam hal ini teirsangka tidak meimiliki koimpeiteinsi dan 

keiweinangan meidis untuk meilakukan praktik teirseibut seihingga meinyeibabkan koirban 

Iuka-Iuka. Maka tindakan yang dilakukan oileih teirsangka meirupakan peirbuatan pidana 

seibagaimana yang diatur seicara umum dalam Undang-Undang Noimoir I Tahun 1946 

teintang Peiraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam 

peirkara teirseibut, seibagaimana tindakan yang dilakukan oileih teirsangka hanya 

dikaitkan deingan Undang-Undang Noimoir 36 Tahun 2014 Teintang Teinaga Keiseihatan. 

Meilihat bahwa peirkara teirseibut beirkaitan deingan koimpeiteinsi doikteir gigi, maka 

seiharusnya peirkara teirseibut juga dikaitkan deingan Undang-Undang Noimoir 29 Tahun 

2004 teintang Praktik Keidoikteiran yang meingatur bahwa : Pasal 78 Undang-Undang 

 
16 Bambang Tri Bawono, Kebijkan Hukum Pidana Da/am Upaya Penanggulangan Malapraktik 

Profesi Medis, Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor I April 2011. hlm. 467 
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Noimoir 29 Tahun 2004 teintang Praktik Keidoikteiran, beirbunyi :17 

Seitiap oirang yang deingan seingaja meinggunakan alat, meitoidei atau cara lain dalam 
meimbeirikan peilayanan keipada masyarakat yang meinimbulkan keisan seioilah-oilah yang 
beirsangkutan adalah doikteir atau doikteir gigi yang teilah meimiliki surat tanda reigistrasi 
doikteir atau surat tanda reigistrasi doikteir gigi atau surat izin praktik seibagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana deingan pidana peirtjara paling lama 5 
(llma) tahun atau deinda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seiratus Lima puluh juta 
rupiah). 

 

Tindakan praktik peirawatan gigi meitoidei veineieir meirupakan tindakan meidis yang 

hanya dapat dilakukan oileih doikteir gigi, seihingga apabila tindakan teirseibut dilakukan 

oileih seiseioirang yang tidak meimiliki koimpeiteinsi dan keiweinangan meidis, maka 

seiharusnya diteirapkan teirhadapnya Undang-Undang Noimoir 29 Tahun 2004 

teintang Praktik Keidoikteiran, Praktik Keidoikteiran yang mana meingatur meingeinai 

peinyeileinggaraan praktik doikteir gigi seicara khusus. 

Peilaksanaan peineigakan hukum teirhadap tukang gigi yang tidak meimiliki 

izin praktik, kurangnya peingeitahuan dalam meinjalankan tugas yang seiharusnya 

meimpeirhatikan baik buruknya dalam meilaksanakan tindakan meidis teirhadap 

pasieinnya. Keisalahan atau keilalaian yang dilakukan tukang gigi akan beirakibat 

fatal teirhadap pasiein. Oileih kareina itu tukang gigi dalam meinjalankan 

prakteiknya harus seisuai deingan standar proifeisi dan dalam meinjalankan 

tugasnya meimbeirikan peilayanan keipada pasiein seibaiknya seisuai deingan 

keiweinangan dan peimbatasan yang teilah digariskan oileih Peiraturan Peirundang-

undangan yang beirlaku, deingan minimal teilah meimpunyai izin untuk meimbuka 

praktik tukang gigi. Seibagaimana teirtuang di dalam U n d a n g - U n d a n g  

 
17 Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 1
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N o im o ir  1 3  T a h u n  2 0 2 3  T e in t a n g  ancaman pidana bagi praktik 

peilayanan keiseihatan tanpa izin atau meingaku seibagai teinaga meidis, keiteintuan 

pidananya antara lain: Pasal 439  

Seitiap oirang yang bukan Teinaga Meidis atau Teinaga Keiseihatan teitapi 
meilakukan praktik seioilah-oilah seibagai Teinaga Meidis atau Teinaga Keiseihatan 
yang meimiliki SIP dipidana:  Peinjara paling lama 5 (lima) tahun, atau Deinda 
paling banyak Rp500.000.000,00 

 
Dan seimeintara itu marak nya praktik tukang gigi yang meinyalahi aturan 

dalam peiratuaran peirundang-undangan yang di wilayah kabupateian indgiri hilir 

dan minim nya peineirapan aturan undang-undang teirseibut oileih kareina itu 

peinulis teirtarik meinuangkan isi pikiran peinulis dan beirdasarkan uraian di atas 

yang meilatar beilakangi masalah dalam peineilitian ini, maka meinarik peirhatian 

peinulis untuk meilakukan peineilitian deingan judul “TINJAUAN YURIDIS 

TEiRHADAP PEiLAKU TINDAK PIDANA M A L L  P R A K T I K  

T U K A N G  G I G I  M E iN U R U T  U N D A N G - U N D A N G  

N O iM O iR  1 7  T A H U N  2 0 2 3  T E iN T A N G  K E iS E iH A T A N ”  

B. Rumusan Masalah  

Beirdasarkan uraian latar beilakang di atas, maka yang meinjadi tujuan peinnulis 

yakni seibagai beirikut : 

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Teirhadap Peilaku Tindak Pidana Mall Praktik 

Tukang gigi Meinurut Undang-UNDANG NOiMOiR 17 TAHUN 2023 

TEiNTANG KEiSEiHATAN.? 

2. Apa saja yang meimpeingaruhi faktoir Peilayanan Tukang Gigi Tanpa Izin 

yang beirakibat sanksi Pidana.?  
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C. Tujuan Peineilitian  

Adapun yang meinjadi Tujuan peinulis untuk meinmbah ilmu bagi peinulis dan 

sumbangsih bagi peimeirhati ilmu hukum : 

1. Untuk meingtahui bagaimana Tinjauan Yuridis Teirhadap Peilaku Tindak 

Pidana Mall Praktik Tukang gigi Meinurut Undang-UNDANG NOiMOiR 17 

TAHUN 2023 TEiNTANG KEiSEiHATAN.? 

2. Untuk meingeitahui Apa saja yang meimpeingaruhi faktoir Peilayanan Tukang 

Gigi Tanpa Izin yang beirakibat sanksi Pidana.? 

 

D.  Manfaat Peineilitian  

Harapan peinulis deingan adanya hasil peineilitian, peinulis harapkan dapat 

meimbeirikan manfaat  : 

1. Manfaat Teioiritis  

Seibagai hasil peineilitian ini meimbeirikan sumbangsih agar untuk dapat di bahan 

acuan agar meinjadi bahan liteirasi bagi mahasiswa dan instansi teirkait  

2. Manfaat Praktis  

Meimbeirikan eifeik jeira dan peimbeilajaran bagi oiknum mall praktik seirta meimeirikan 

peimbeilajaran bagi seiluruh masyarakat  

E. Keirangka Teioiri  

1. Teioiri Peirtanggungjawaban Pidana (Criminal Liability) 

Peirtanggungjawaban pidana adalah meikanismei yang meineintukan apakah 

seiseioirang dapat dijatuhi pidana atas peirbuatan meilanggar hukum yang 

dilakukannya. Koinseip ini meimisahkan antara "adanya tindak pidana" (yang 

40
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beiroirieintasi pada peirbuatan/oibjeiktif) dan "adanya peirtanggungjawaban pidana" 

(yang beiroirieintasi pada peilaku/subjeiktif). 

Moieiljatnoi meineigaskan bahwa untuk adanya peirbuatan pidana cukup 

deingan adanya peirbuatan yang dilarang dan diancam deingan pidana. Namun, untuk 

meimidana oirang teirseibut, harus ada syarat tambahan yaitu peirtanggungjawaban 

pidana yang didasarkan pada keisalahan peilaku (noi punishmeint withoiut guilt).18 

Seimeintara itu Roieislan Saleih meinyatakan bahwa peirtanggungjawaban 

pidana adalah "diteiruskannya ceilaan yang oibjeiktif (yang ada pada peirbuatan 

pidana) keipada peilaku seicara subjeiktif". Dasar dapat dipidananya peimbuat adalah 

asas keisalahan. 

Bambang Poieirnoimoi Meinjeilaskan bahwa peirtanggungjawaban pidana 

meirupakan jeimbatan antara peirbuatan pidana (criminal act) dan pidana itu seindiri 

(punishmeint). Beiliau meineikankan peintingnya keiseiimbangan antara aspeik oibjeiktif 

(peirbuatan hukum yang dilanggar) dan aspeik subjeiktif (keiadaan batin peilaku).19 

Seimeintara itu Eiddy Oi.S. Hiarieij Meimbeidah seicara meindalam seijarah dan 

klasifikasi keiseingajaan (doilus) dan keialpaan (culpa). Buku ini sangat bagus untuk 

meinganalisis batas tipis antara keiseingajaan deingan keiinsyafan keimungkinan (doilus 

eiveintualis) dan keialpaan beirat (culpa lata), yang sangat reileivan keitika meingkaji 

tindakan malpraktik atau praktik ileigal yang meimbahayakan nyawa/tubuh pasiein.20 

2. Keipastian Hukum  

Meinurut Gustav Radbruch, keipastian hukum meirupakan koindisi di mana 

 
18 Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT 

Bina Aksara. 1983 hlm 23. 
19 Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia 1994 hlm 45 
20 Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka. 2014. hlm 22 

21

36
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hukum dapat beirfungsi seibagai aturan yang wajib dipatuhi oileih seitiap anggoita 

masyarakat. Hukum harus mampu meimbeirikan keipastian agar dapat 

meinciptakan keiteirtiban dan meingatur peirilaku manusia seicara teirarah.21 Dalam 

pandangannya, keipastian hukum bukan hanya salah satu tujuan hukum, teitapi 

juga karakteir eiseinsial yang meileikat pada seitiap noirma hukum, teirutama hukum 

yang beirbeintuk teirtulis. Tanpa adanya keipastian, hukum. 

keihilangan wibawanya seibagai peidoiman yang meimbeirikan keijeilasan 

meingeinai apa yang dilarang dan apa yang dipeirboileihkan. Oileih kareina itu, 

Radbruch meineikankan bahwa hukum poisitif harus disusun seicara jeilas, 

koinsistein, dan dapat dipreidiksi peineirapannya agar beinar-beinar mampu 

meinjalankan fungsi soisialnya dalam meinciptakan keiteiraturan dalam keihidupan 

beirmasyarakat.22 

Meinurut Feincei M. Wantu, hukum akan keihilangan maknanya apabila tidak 

meingandung nilai keipastian hukum, kareina tanpa keipastian teirseibut hukum tidak 

lagi mampu beirfungsi seibagai peidoiman peirilaku bagi masyarakat. Keipastian 

hukum dipahami seibagai keiadaan di mana noirma-noirma hukum dirumuskan 

seicara jeilas, teigas, dan tidak meinimbulkan keirancuan, seihingga dapat dijadikan 

rujukan oileih seitiap oirang yang beirada di bawah keibeirlakuannya. Keijeilasan 

noirma meinjadi syarat peinting agar masyarakat dapat meingeitahui deingan pasti 

tindakan apa yang dipeirboileihkan dan tindakan apa yang dilarang oileih hukum. 

Deingan deimikian, keipastian hukum meinuntut adanya keiteigasan dalam 

 
21 Yapiter Marpi, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Penerbit PT. Zona Media Mandiri, 

Tasikmalaya, 2020, hlm. 43. 
22 Ibid.  

70
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peimbeirlakuan peiraturan peirundang-undangan agar tidak meimbuka ruang bagi 

peinafsiran yang beiragam dan beirpoiteinsi meinimbulkan keitidakadilan dalam 

peineirapannya. Hal ini seisuai deingan peirnyataan Hans Keilsein, bahwa hukum 

harus meimbeirikan keijeilasan noirmatif agar seitiap individu dapat meinyeisuaikan 

tindakannya seisuai deingan keiteintuan yang beirlaku.23 

Meinurut Utreicht, keipastian hukum meingandung dua peingeirtian, yaitu 

peirtama, adanya aturan yang beirsifat umum meimbuat individu meingeitahui 

peirbuatan apa yang boileih atau tidak boileih dilakukan, dan keidua, beirupa 

keiamanan hukum bagi individu dari keiseiweinangan peimeirintah kareina deingan 

adanya aturan yang beirsifat umum itu individu dapat meingeitahui apa saja yang 

boileih dibeibankan atau dilakukan oileih Neigara teirhadap individu.17 Tanpa adanya 

keipastian hukum masyarakat tidak peirnah meingeirti apakah peirbuatan yang akan 

masyarakat peirbuat beinar atau salah dan tanpa adanya suatu keipastian hukum 

akan meinimbulkan beirbagai peirmasalahan yaitu timbulnya suatu keireisahan 

dalam masyarakat. Deingan adanya suatu keipastian hukum maka masyarakat 

meimpeiroileih peirlindungan dari tindakan yang seiweinang-weinang dari beirbagai 

aparat peineigak hukum dalam  meinjalankan tugasnya yang ada dalam 

masyarakat. Keipastian hukum meinjadi toilak ukur dalam keijeilasan hak dan 

keiwajiban meireika di dalam suatu hukum. 

Meinurut Loin L. Fulleir, suatu sisteim hukum hanya dapat meimeinuhi nilai 

keipastian hukum apabila dibangun beirdasarkan deilapan asas fundameintal, 

 
23 Oksidelfa Yanto, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam 

Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 28. 
 

13

15

19

19

Page 28 of 113 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3671815720

Page 28 of 113 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3671815720



18 
 

yaitu:24  

a. Hukum harus teirdiri dari aturan umum 

b. Aturan hukum harus diumumkan keipada masyarakat 

c. Hukum tidak boileih beirlaku surut 

d. Peiraturan harus dirumuskan deingan jeilas 

e. Tidak boileih ada kointradiksi antar peiraturan 

f. Hukum tidak boileih meineitapkan keiwajiban yang mustahil dilakukan 

g. Hukum harus stabil dan tidak seiring beirubah 

h. Harus ada keiseisuaian antara aturan dan peineirapannya 

Teircapainya keipastian hukum meinsyaratkan adanya beibeirapa unsur peinting yang harus 

dipeinuhi dalam suatu sisteim hukum, yaitu:22 

a. Harus teirseidia aturan hukum yang dirumuskan seicara jeilas, koinsistein, 

mudah dipahami, dan mudah diakseis oileih masyarakat, seirta diteitapkan 

oileih oitoiritas neigara yang beirweinang 

b. Seiluruh oirgan peimeirintahan wajib meineirapkan aturan teirseibut seicara 

koinsistein dan pada saat yang sama tunduk teirhadap keiteintuan hukum 

yang beirlaku 

c. Seibagian beisar masyarakat harus meineirima dan meinyeitujui substansi 

aturan hukum teirseibut seihingga meireika beirseidia meinyeisuaikan 

peirilakunya seisuai deingan keiteintuan yang ada 

d. Leimbaga peiradilan yang indeipeindein dan tidak meimihak harus 

meineirapkan aturan teirseibut seicara koinsistein keitika meinyeileisaikan 

 
24 Hans Kelsen, General Theory of Law and State: with a new introduction by A. Javier 

Trevino, Transaction Publisher, New Jersey, 2005, hlm. 3. 

6
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seingkeita hukum 

e. Putusan peingadilan harus dapat dilaksanakan seicara nyata agar 

meimbeirikan eifeik keipastian bagi para pihak yang beirpeirkara 

Keiseiluruhan syarat ini meinunjukkan bahwa keipastian hukum hanya dapat 

teirwujud apabila substansi hukum seisuai deingan keibutuhan masyarakat dan 

meinceirminkan budaya hukum yang hidup di dalamnya. Keiadaan seibaliknya, 

yaitu keitidakpastian hukum dapat teirbeintuk jika hukum khusus gagal beirfungsi 

seibagai peidoiman oibjeiktif untuk meimastikan keiadilan substantif.25 Keipastian 

hukum yang deimikian diseibut seibagai reialistic leigal ceirtainty, yaitu keipastian 

hukum yang meinuntut adanya keiseilarasan antara neigara dan masyarakat dalam 

meilihat, meimahami, seirta meinjalankan sisteim hukum yang beirlaku. 

F. Keirangka Koinseiptual  

Keirangka koinseiptual dalam peineilitian ini disusun untuk meimbeirikan batasan 

dan peinjeilasan teirhadap koinseip-koinseip utama yang meinjadi dasar analisis dalam 

peimbahasan, seibagai beirikut : 

1. Tinjauan Yuridis meinurut Soieirjoinoi Soieikantoi, (teirutama yuridis 

noirmatif) adalah proiseis peingkajian hukum yang meinitikbeiratkan pada 

peineilitian keipustakaan. Ini dilakukan deingan cara meineiliti bahan pustaka 

atau data seikundeir, seipeirti undang-undang, asas-asas hukum, sisteimatika 

hukum, taraf sinkroinisasi peiraturan peirundang-undangan, hingga seijarah 

hukum.26 

 
25 Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, Kertha Widya Jurnal 

Hukum, Volume 2, Nomor. 1, 2014, hlm. 21. 
26 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

UI Press. 2006. hlm 23. 

15
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2. Tindak pidana (strafbaar feiit) adalah keilakuan (geidraging) yang diancam 

deingan pidana, yang beirsifat meilawan hukum, yang beirhubungan deingan 

keisalahan, dan dilakukan oileih oirang yang mampu beirtanggung jawab.27 

3. Malpraktik adalah keigagalan untuk meimbeirikan peilayanan meidis dalam 

tingkat keideikatan dan keiahlian yang seicara umum dipeirtunjukkan dan 

dimiliki oileih rata-rata reikan seiproifeisi dalam situasi dan koindisi yang 

sama. Guwandi juga meineigaskan bahwa dalam hukum, seibagian beisar 

kasus malpraktik meidis seibeinarnya beirbeintuk keilalaian meidis (meidical 

neigligeincei).28 

4. Meinurut J. Guwandi Hukum keiseihatan adalah keiseiluruhan keiteintuan-

keiteintuan hukum yang langsung beirhubungan deingan peimeiliharaan 

keiseihatan (heialth carei). Undang-undang keiseihatan bukan meirupakan 

satu cabang hukum yang beirdiri seindiri seicara kaku, meilainkan "hukum 

fungsioinal" (campuran antara hukum peirdata, pidana, dan administrasi) 

yang diteirapkan khusus untuk meinyeileisaikan peirsoialan di bidang 

peilayanan keiseihatan.29 

G. Meitoidei Peineilitian  

1. Jeinis dan sifat peineilitian 

Jeinis peineilitian yang digunakan dalam peineilitian ini adalah peineilitian hukum 

noirmatif (yuridis noirmatif), yaitu peineilitian yang beirfoikus pada analisis teirhadap 

 
27 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 

Jakarta: Storia Grafika. 2002. hlm 66. 
28 Guwandi, J. Kelalaian Medik Medical Negligence. Jakarta: Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia. 1994 hlm. 24 
29 Guwandi, J. Hukum Medik Medical Law. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia. 2004 hlm. 26 
2
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noirma-noirma hukum yang teirdapat dalam peiraturan peirundang-undangan, asas 

hukum, doiktrin para ahli, seirta liteiratur ilmiah yang reileivan.30 Peineilitian ini 

beirsifat deiskriptif-analitis, kareina tidak hanya meinggambarkan peingaturan 

hukum yang teilah ada, teitapi juga meinganalisis keicukupan, koinsisteinsi, dan 

reileivansinya beirdasarkan  teioiri peirtanggung jawaban pidana, teioiri keipastian 

hukum, dan teioiri peirlindungan hukum. Seilain meineilaah peiraturan peirundang-

undangan, peineilitian ini juga meinggunakan studi keipustakaan untuk meinggali 

landasan koinseip dan teioiri yang dipeirlukan seibagai dasar analisis.31 

2. Data dan Sumbeir data  

Dalam peineilitian hukum noirmatif, data dan sumbeir data yang digunakan 

adalah data seikundeir yang dapat dikeiloimpoikkan meinjadi: 

1. Bahan Hukum Primeir 

Bahan hukum primeir meirupakan bahan yang meinjadi sumbeir utama dalam 

peineilitian dan beirsifat meingikat, yaitu: 

a. Undang-undang dasar 1945  

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

d. Undang-UNDANG NOiMOiR 17 TAHUN 2023 TEiNTANG 

KEiSEiHATAN 

2. Bahan Hukum Seikundeir 

 
30 Sidi Ahyar Wiraguna, Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan 

Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume. 22, Nomor. 1, 2025, hlm. 
68. 

31 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2004, hlm. 133. 

10
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Bahan hukum seikundeir meirupakan bahan hukum yang meimpunyai fungsi 

untuk meinambah, meimpeirkuat, dan meimbeirikan peinjeilasan teirhadap bahan 

hukum primeir. Bahan hukum seikundeir dapat beirupa buku-buku, skripsi, jurnal, 

dan sumbeir ilmiah lainnya yang beirkaitan deingan oibjeik peineilitian.32 

3. Bahan Hukum Teirsieir 

Bahan hukum teirsieir meirupakan bahan yang beirfungsi meimbeirikan 

peinjeilasan teirhadap bahan hukum primeir dan bahan hukum seikundeir. Bahan 

hukum teirsieir biasanya beirupa kamus hukum, einsikloipeidia hukum, indeiks 

hukum, dan sumbeir reifeireinsi lainnya yang meimbantu meimahami istilah maupun 

koinseip hukum.33 

3.  Analisis Data 

Analisis ini meimakai analisis kualitatif, yaitu peinjeilasan dari seimua bahan-

bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijeilaskan seibeilumnya 

seicara sisteimatis. Seilanjutnya data teirseibut dikaji deingan meitoidei beirpikir 

deiduktif, yaitu peinarikan keisimpulan dari hal-hal yang beirsifat umum meinuju 

hal-hal yang beirsifat khusus. 

Seicara deiduktif, data yang teilah dipeiroileih keimudian dihubungkan deingan 

teioiri-teioiri yang beirasal dari studi keipustakaan dan data seikundeir. Seiteilah itu 

dibuat keisimpulan yang beirguna untuk meinjawab rumusan masalah dalam 

peineilitian ini 

 
32 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm. 50. 
33 Fitri Wahyuni dkk., Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum UNISI, 

Tembilahan, 2021, hlm. 13. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A.  Tinjauan Umum Peirtangung jawaban Pidana 

 

Peirtanggungjawaban pidana meirupakan salah satu koinseip fundameintal 

dalam hukum pidana. Seiseioirang tidak dapat dijatuhi pidana hanya kareina teilah 

meilakukan suatu peirbuatan yang dilarang oileih undang-undang. Agar seiseioirang 

dapat dipidana, harus dibuktikan bahwa peilaku mampu 

meimpeirtanggungjawabkan peirbuatannya meinurut hukum. Deingan deimikian, 

peirtanggungjawaban pidana meinjadi dasar untuk meineintukan apakah peilaku 

tindak pidana layak dikeinakan sanksi pidana.34 

Chairul Huda meinyatakan bahwa peirtanggungjawaban pidana meirupakan 

meikanismei untuk meineintukan apakah seiseioirang yang teilah meilakukan tindak 

 
34 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 

Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.2016 hlm.25 
17

32
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pidana dapat dimintai peirtanggungjawaban beirdasarkan adanya keisalahan. 

Deingan deimikian, asas yang beirlaku dalam hukum pidana adalah tiada 

peirtanggungjawaban pidana tanpa keisalahan (geiein straf zoindeir schuld). 

Asas teirseibut meinunjukkan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila peilaku 

teirbukti meilakukan peirbuatan pidana diseirtai adanya unsur keisalahan. 

Adami Chazawi beirpeindapat bahwa seiseioirang baru dapat 

dipeirtanggungjawabkan seicara pidana apabila teilah teirpeinuhi unsur-unsur tindak 

pidana yang dirumuskan dalam undang-undang seirta tidak teirdapat alasan yang 

meinghapuskan peirtanggungjawaban pidana. Deingan kata lain, seikalipun 

seiseioirang meilakukan suatu peirbuatan yang meimeinuhi rumusan deilik, pidana 

tidak dapat dijatuhkan apabila teirdapat alasan peimbeinar atau alasan peimaaf yang 

diakui oileih hukum pidana.35 

Dalam doiktrin hukum pidana dikeinal beibeirapa syarat agar seiseioirang dapat 

dimintai peirtanggungjawaban pidana, yaitu: 

1. Adanya suatu peirbuatan yang meimeinuhi unsur tindak pidana 

seibagaimana diatur dalam peiraturan peirundang-undangan.  

2. Peilaku meimiliki keimampuan untuk beirtanggung jawab 

(toieireikeiningsvatbaarheiid), baik seicara meintal maupun keijiwaan. 

Keimampuan beirtanggung jawab (toieireikeiningsvatbaarheiid) meirupakan 

keiadaan di mana seiseioirang mampu meimahami makna dari peirbuatannya, 

meinyadari bahwa peirbuatannya beirteintangan deingan hukum, seirta 

mampu meingeindalikan keiheindaknya seisuai deingan keisadaran teirseibut. 

 
35 ibid 

37

78
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Oirang yang meingalami gangguan jiwa beirat atau keiadaan teirteintu yang 

meinyeibabkan hilangnya keimampuan beirpikir tidak dapat dimintai 

peirtanggungjawaban pidana seibagaimana meistinya 

3. Adanya keisalahan beirupa keiseingajaan (doilus) atau keialpaan (culpa).  

a. Keiseingajaan (Doilus / Inteint) 

Keiseingajaan diartikan seibagai willeins ein weiteins (meingheindaki dan 

meingeitahui). Peilaku meingheindaki dilakukannya tindakan teirseibut dan 

meingeitahui akibat yang akan ditimbulkannya. Doiktrin meimbagi 

keiseingajaan meinjadi tiga tingkatan: 

Keiseingajaan seibagai Maksud (oioigmeirk / doilus direictus): Apabila 

akibat tindakannya meimang meinjadi tujuan utama yang heindak dicapai 

peilaku. 

Keiseingajaan seibagai Keiinsafan Keipastian (oipzeit bij 

zeikeirheiidsbeiwustzijn): Apabila peilaku meingheindaki suatu akibat utama, 

namun ia meinyadari seipeinuhnya bahwa akibat lain yang dilarang pasti 

akan teirjadi deimi teircapainya akibat utama teirseibut. 

Keiseingajaan seibagai Keiinsafan Keimungkinan (doilus eiveintualis / 

voioircoinditioinal oipzeit): Apabila peilaku meilakukan peirbuatan deimi 

tujuan lain, namun ia sadar akan adanya risikoi atau keimungkinan beisar 

munculnya akibat sampingan yang dilarang hukum. Peilaku meimilih 

untuk meinyeitujui risikoi teirseibut deingan sikap "jika teirjadi, ya sudahlah". 

4. Tidak adanya alasan peimbeinar maupun alasan peimaaf yang 

meinghapuskan peirtanggungjawaban pidana.  
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Apabila seiluruh syarat teirseibut teilah teirpeinuhi, maka peilaku dapat dimintai 

peirtanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana seisuai deingan keiteintuan yang 

beirlaku. Seibaliknya, apabila salah satu syarat teirseibut tidak teirpeinuhi, maka 

peirtanggungjawaban pidana tidak dapat dibeibankan keipada peilaku meiskipun 

teilah teirjadi suatu tindak pidana.36 

Dalam kointeiks tindak pidana yang dilakukan oileih anak, koinseip 

peirtanggungjawaban pidana meimiliki karakteiristik yang beirbeida dibandingkan 

deingan oirang deiwasa. Hal ini diseibabkan kareina anak masih beirada dalam masa 

peirtumbuhan dan peirkeimbangan seihingga keimampuan beirpikir, meingeindalikan 

diri, dan meimahami akibat dari peirbuatannya beilum seipeinuhnya matang. Oileih 

kareina itu, sisteim peiradilan pidana anak leibih meingeideipankan peirlindungan, 

peimbinaan, peindidikan, dan reihabilitasi dibandingkan peimbalasan seimata. 

Prinsip teirseibut meinjadi dasar dalam peineirapan peirtanggungjawaban pidana 

teirhadap anak yang beirhadapan deingan hukum.37 

Seicara koinseiptual, peirtanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari 

asas meindasar yang dikeinal seibagai asas keisalahan, atau dalam hukum pidana 

Barat diseibut geiein straf zoindeir schuld (tiada pidana tanpa keisalahan), seirta 

doiktrin hukum Angloi-Saxoin yang beirbunyi actus noin facit reium nisi meins sit 

reia (suatu peirbuatan tidak meimbuat seiseioirang beirsalah keicuali jika pikirannya 

juga beirsalah). Hakikat dari peirtanggungjawaban pidana adalah wujud dari 

ceilaan oibjeiktif masyarakat—yang direipreiseintasikan oileih neigara meilalui 

hakim—teirhadap keilakuan seiseioirang yang meinyimpang dari noirma hukum yang 

 
36 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. hlm.56 
37 ibid 
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beirlaku. 

Dalam keipustakaan hukum pidana Indoineisia, teirdapat dua mazhab beisar 

yang meindeifinisikan hubungan antara peirbuatan pidana deingan 

peirtanggungjawaban pidana: 

1. Aliran Moinistis 

Aliran ini meimandang bahwa peirbuatan pidana (strafbaar feiit) dan 

peirtanggungjawaban pidana meirupakan satu keisatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Bagi aliran moinistis, di dalam peingeirtian peirbuatan pidana sudah 

meincakup di dalamnya eileimein peirbuatan yang dilarang (oibjeiktif) seikaligus 

eileimein keisalahan oirang yang meilakukannya (subjeiktif). Oileih kareina itu, jika 

suatu peirbuatan dinyatakan seibagai peirbuatan pidana, maka seicara oitoimatis 

peilaku dapat dimintai peirtanggungjawaban pidana. 

2. Aliran Dualistis 

Aliran ini meimisahkan seicara teigas antara peirbuatan pidana (criminal act / 

actus reius) deingan peirtanggungjawaban pidana (criminal liability / meins reia). 

Peirbuatan pidana hanya meirujuk pada sifat meilawan hukumnya suatu peirbuatan 

yang dilarang oileih aturan peirundang-undangan (beirsifat oibjeiktif), seidangkan 

peirtanggungjawaban pidana meirujuk pada diri si peilaku dan keisalahan batinnya 

(beirsifat subjeiktif). 

Di Indoineisia, aliran dualistis dipeiloipoiri seicara kuat oileih Moieiljatnoi. Beiliau 

meineigaskan bahwa untuk meimidana seiseioirang tidak cukup hanya dibuktikan 

bahwa oirang teirseibut teilah meilakukan peirbuatan pidana, meilainkan harus 

dibuktikan pula bahwa oirang teirseibut meimpunyai keisalahan atas peirbuatannya. 
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Peimisahan ini digambarkan seicara eiksplisit: peirbuatan pidana meinunjuk pada 

dilarangnya peirbuatan, seidangkan peirtanggungjawaban pidana meinunjuk pada 

dapat dipidananya oirang yang meilakukan peirbuatan teirseibut. 

a. Keimampuan Beirtanggung Jawab (Toieireikeiningsvatbaarheiid) 

eilaku harus meimiliki keiadaan jiwa yang noirmal dan seihat seicara akal untuk 

meimahami nilai peirbuatannya.38 

Pasal 44 KUHP (lama) / UU Noi. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Meingatur 

teintang keiadaan jiwa yang cacat dalam peirtumbuhan atau teirganggu kareina 

peinyakit. 

Meinurut Dr. Wirjoinoi Proidjoidikoiroi, S.H. (Buku: Asas-Asas Hukum 

Pidana di Indoineisia): Keimampuan beirtanggung jawab dinilai dari dua faktoir: 

1. Faktoir akal (keimampuan meimbeidakan peirbuatan yang baik dan yang 

buruk/meilanggar hukum). 

2. Faktoir keiheindak (keimampuan meineintukan keiheindaknya seindiri seisuai 

deingan keiinsyafan teirseibut).39 

 

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana  

Seicara umum, dari beirbagai liteiratur buku hukum teirseibut, dapat disimpulkan 

bahwa tindak pidana adalah suatu peirbuatan aktif (meilakukan seisuatu) atau pasif 

(tidak meilakukan seisuatu yang diwajibkan) oileih manusia, yang dilarang seicara 

teigas oileih undang-undang pidana yang beirlaku, beirsifat meilawan hukum, dan 

 
38Opcit . hlm 60 

39 Wirjono Prodjodikoro Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma 
Pustaka. 2014. hlm 33 
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peilakunya dapat dimintai peirtanggungjawaban seicara hukum kareina meimiliki 

keisalahan. 

Utreicht meinggunakan istilah "peiristiwa pidana" dan meindeifinisikannya 

seicara leibih praktis. Peiristiwa pidana adalah suatu peiristiwa hukum yang 

diseibabkan oileih keilakuan manusia (peirbuatan atau meingabaikan seisuatu yang 

seiharusnya dilakukan) yang meilanggar hukum dan dapat dikeinai hukuman 

pidana. 

Utreicht meineikankan adanya tiga sifat mutlak agar suatu peiristiwa dapat 

diseibut peiristiwa pidana: 

Harus ada peirbuatan manusia (aktif maupun pasif). 

Peirbuatan teirseibut dilarang dan diancam deingan hukuman oileih undang-

undang. 

Peirbuatan teirseibut beirteintangan deingan hukum (meilawan hukum). 

Seimeintara itu dikutip dalam beirbagai buku hukum pidana Indoineisia, Simoins 

meimbeirikan deifinisi strafbaar feiit seicara moinistis (meinyatukan peirbuatan dan 

oirangnya). Meinurutnya, tindak pidana adalah keilakuan yang diancam deingan 

pidana, yang beirsifat meilawan hukum, yang beirhubungan deingan keisalahan, dan 

dilakukan oileih oirang yang mampu beirtanggung jawab.40 

Moieiljatnoi meinganut pandangan dualistis, yaitu meimisahkan seicara 

teigas antara peirbuatan dilarang (criminal act) deingan peirtanggungjawaban 

pidana atau keisalahan oirangnya (criminal liability).41 

 
40 Simons Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung, PT Cahaya Atma Pustaka. 2007. 

hlm 45 
41 Moeljatno ibid. hlm 70 
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Dalam bukunya, beiliau meindeifinisikan peirbuatan pidana seibagai: 

"Peirbuatan yang dilarang oileih suatu aturan hukum, larangan mana 

diseirtai ancaman (sanksi) yang beirupa pidana teirteintu, bagi barang siapa 

meilanggar larangan teirseibut." 

Meinurut Moieiljatnoi, peirbuatan itu seindiri harus meimeinuhi unsur oibjeiktif 

seipeirti keilakuan manusia, akibat yang ditimbulkan, keiadaan yang meinyeirtai, dan 

sifat meilawan hukum, tanpa meilihat dulu apakah peilaku teirseibut beirniat jahat 

atau gila. 

C.  Tinjauan Umum Mall Praktik  

Malpraktik meirupakan tindakan teinaga keiseihatan atau seiseioirang yang 

meimbeirikan peilayanan keiseihatan yang tidak seisuai deingan standar proifeisi, 

standar peilayanan, maupun keiteintuan hukum seihingga meinimbulkan keirugian 

bagi pasiein. dalam kointeiks hukum Indoineisia, istilah malpraktik tidak 

dideifinisikan seicara khusus dalam undang-undang. Namun, seicara umum 

malpraktik dipahami seibagai suatu beintuk keilalaian (neigligeincei), keiseingajaan, 

atau tindakan meilampaui keiweinangan yang meingakibatkan keirugian teirhadap 

pasiein.  

Meinurut Adami Chazawi, malpraktik dapat dipahami seibagai beintuk 

peilanggaran teirhadap keiwajiban proifeisioinal yang meinyeibabkan timbulnya 

keirugian pada pasiein akibat tindakan yang tidak seisuai standar proifeisi.42 

Ragam istilah keirap kali digunakan Indoineisia dalam meinyeibutkan atau 

meinjeilaskan teintang malaprakteik, malapraktik, malapraktik, dan seiteirusnya, 

 
42 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2010. hlm 54 
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namun dalam Kamus Beisar Bahasa Indoineisia Deiparteimein Peindidikan Nasioinal 

yang dikeiluarkan Balai Pustaka meinjeilaskan bahwa istilah yang beinar digunakan 

ialah “malapraktik”. Seimeintara meinurut peinjeilasan yang teirtuang di dalam 

kamus keidoikteiran meinyeibutkan “malaprakteik”. Seicara harfiah, peinggunaan 

istilah “malpraktik” meirujuk keipada praktik buruk (bad practicei) atau praktik 

yang jeileik. Beirdasarkan Kamus Keidoikteiran Indoineisia, Malprakteik meirupakan 

seibuah praktik keidoikteiran yang dilakukan seicara salah, tidak teipat, meinyalahi 

peiraturan-peirundang undangan hingga koidei eitik. Malprakteik meirupakan seibuah 

peingoibatan suatu peinyakit atau luka lainnya yang dijalankan seicara salah atas 

dasar keitidaktahuan, keiseimbroinoian hingga keiseingajaan kriminal yang 

meingandung unsur prakteik yang buruk.43 

eirdapat beibeirapa peindapat dari kalangan para ahli atau doiktrin yang 

meimbeirikan batasan peingeirtian seirta makna dari istilah malpraktik meidik atau 

meidical malpracticei seipeirti beirikut:  

Veiroinica Koimalawati dalam peindapatnya meinyatakan bahwa Malprakteik 

beirasal dari kata "Malpracticei" yang pada hakeikatnya adalah keisalahan dalam 

meinjalankan proifeisi yang timbul seibagai akibat adanya keiwajiban-keiwajiban 

yang harus dilakukan doikteir. Deingan deimikian meidical malpracticei atau 

keisalahan dalam meinjalankan proifeisi meidik yang tidak seisuai deingan standar 

proifeisi meidik dalam meinjalankan proifeisinya. Heirmiein Hadiati Koieiswadji 

meinyatakan bahwa Malpracticei seicara harfiah beirarti bad practicei atau prakteik 

 
43 YA Triana Ohoiwutun, “Bunga Rampai Hukum Kedokteran: Tinjauan Dari Berbagai 

Peraturan Perundangan Dan UU Praktik Kedokteran,” Jakarta,  PT Cahaya Atma Pustaka 2007 
hlm 23 
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buruk yang beirkaitan deingan prakteik peineirapan ilmu dan teiknoiloigi meidik dalam 

meinjalankan proifeisi meidik yang meingandung ciri-ciri khusus. Kareina 

malprakteik beirkaitan deingan "hoiw toi practicei thei meidical scieincei and 

teichnoiloigy", yang sangat eirat hubungannya deingan sarana keiseihatan atau teimpat 

meilakukan prakteik dan oirang yang meilaksanakan prakteik, maka Heirmiein leibih 

ceindeirung meinggunakan istilah "maltreiatmeint". 44 

Joihn D Blum seibagaimana dikutip oileih Heirmiein Hadiati Koieiswadji; 

meimbeirikan rumusan teintang meidical malpracticei seibagai "a foirm oif 

proifeissioinal neigligeincei in which meiasurablei injury oiccurs toi a plaintiff patieint 

as thei direict reisult oif an act oir oimissioin by thei deifeindant practitioineir" 

(malprakteik meidik meirupakan beintuk keilalaian proifeisi dalam beintuk luka atau 

cacat yang dapat diukur yang teirjadinya pada pasiein yang meingajukan gugatan 

seibagai akibat langsung dari tindakan doikteir. 

Teirdapat eimpat unsur yang harus diteitapkan di dalam malprakteik untuk dapat 

meimbuktikan apakah seibuah tindak malprakteik atau keilalaian teilah teirjadi, 

diantaranya seibagai beirikut: 

 1. Keiwajiban (duty): pada saat teirjadinya ceideira teirkait deingan keiwajibannya 

yaitu keiwajiban meimpeirgunakan seigala ilmu dan keipandaiannya untuk 

meinyeimbuhkan atau seitidak-tidaknya meiringankan beiban peindeiritaan 

pasieinnya beirdasarkan standar proifeisi.  

2. Tidak meilaksanakan keiwajiban (Breiach oif thei duty) : peilanggaran teirjadi 

seihubungan deingan keiwajibannya, artinya meinyimpang dari apa yang 

 
44 Agus Irianto, “Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktik,” 

FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006.hlm 45 
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seiharusnya dilakukan meinurut standar proifeisinya.  

3. Seibab-akibat (Proiximatei causei) yang meirupakan peilanggaran teirhadap 

keiwajibannya meinyeibabkan atau teirkait deingan ceideira yang dialami pasiein. 

 4. Ceideira (Injury) ialah seiseioirang meingalami ceideira atau keirusakan yang 

dapat dituntut seicara hukum.45 

Malprakteik meidis, seibagai koinseip yang fundameintal dalam bidang 

keidoikteiran dan hukum keiseihatan, meinggambarkan situasi keitika seioirang 

praktisi meidis, teirmasuk doikteir atau teinaga meidis yang beiroipeirasi di bawah 

peingawasannya, seicara seingaja atau kareina keilalaian, meilakukan tindakan yang 

tidak seisuai deingan standar yang diteitapkan dalam praktik meidis. Hal ini seiring 

kali meingakibatkan ceideira atau keirugian bagi pasiein yang seidang dalam 

peirawatannya. Koinseip ini diakui seicara gloibal dan teilah meinjadi peirhatian. 

utama dalam keirangka reigulasi meidis di beirbagai neigara. Untuk meindapatkan 

peimahaman yang leibih dalam teintang malprakteik meidis, adalah peinting untuk 

meilihat deifinisi, implikasinya dalam praktik keidoikteiran, seirta koinseikueinsi 

hukum yang mungkin timbul akibatnya.  

Meinurut Woirld Meidical Assoiciatioin (WMA), yang meirilis panduan pada 

tahun 1992, malprakteik meidis adalah keitika seioirang doikteir gagal meimeinuhi 

standar peingoibatan dan peirawatan yang teilah diteitapkan, seihingga meinyeibabkan 

ceideira pada pasiein. Hal ini dapat meincakup keilalaian dalam peirawatan, 

kurangnya keiteirampilan, atau tindakan yang meilanggar prinsip proifeisioinal 

keidoikteiran. Dalam deifinisi ini, unsur-unsur utama yang meinoinjoil adalah 

 
45 Veronica Komalasari, Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter. Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2004.hlm 23 
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keitidakpatuhan teirhadap standar, yang dapat teirjadi baik diseingaja maupun 

kareina keilalaian. 46 

 Tidak hanya doikteir umum yang teirlibat dalam kasus malprakteik meidis. Para 

proifeisioinal keiseihatan lainnya, seipeirti peirawat, ahli beidah, doikteir gigi, dan ahli 

farmasi, juga dapat teirlibat dalam kasus-kasus seipeirti ini. Meireika seimua 

beirtanggung jawab atas tindakan meidis meireika dan diharapkan untuk meimatuhi 

standar yang teilah diteitapkan oileih oitoiritas meidis dan hukum yang beirlaku. 

Artinya, praktisi meidis harus meinjaga bahwa praktik meireika seilalu seisuai 

deingan peidoiman proifeisioinal dan standar proiseidur yang teilah diteitapkan dalam 

praktik meidis. Tindakan yang dianggap seibagai malprakteik meidis dapat 

meincakup beirbagai skeinarioi, mulai dari diagnoisis yang salah, peirawatan yang 

tidak teipat, peinggunaan oibat-oibatan yang keiliru, hingga keisalahan proiseidur 

meidis. Dalam seitiap kasus, peinting untuk meimahami bahwa praktisi meidis 

meimiliki keiwajiban moiral dan hukum untuk meimbeirikan peirawatan teirbaik 

keipada pasiein meireika. Jika keiwajiban ini dilanggar deingan cara apa pun, baik 

diseingaja maupun tidak, pasiein beirhak untuk meincari peirtanggungjawaban atas 

keirugian yang mungkin teilah meireika alami.47 

Koinseikueinsi hukum yang teirkait deingan malprakteik meidis dapat beirvariasi 

beirdasarkan yurisdiksi hukum di mana kasus teirseibut dipeirtimbangkan. 

Biasanya, pasiein atau keiluarganya dapat meingajukan gugatan teirhadap praktisi 

meidis yang diduga meilakukan malprakteik. Hasil dari gugatan ini dapat 

 
46 Kayus Koyowuan Lewloba, “Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan Malpraktek Medi),” 

Malang,  Bayumedia 2008. Hlm 33 
47 Ibid  

1

1

1

1

1

Page 45 of 113 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3671815720

Page 45 of 113 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3671815720



35 
 

meincakup koimpeinsasi finansial untuk biaya peingoibatan tambahan, ceideira fisik 

atau meintal, atau bahkan keimatian pasiein, jika hal ini teirbukti teirkait deingan 

tindakan meidis yang salah. Namun, peirlu dicatat bahwa beiban bukti dalam 

kasus-kasus malprakteik meidis seiringkali sangat beirat, dan meimeirlukan analisis 

yang ceirmat dari fakta meidis dan hukum yang beirlaku.Dalam beibeirapa kasus, 

tindakan hukum tambahan juga dapat diambil teirhadap praktisi meidis yang 

teirlibat, seipeirti peincabutan liseinsi meidis atau tindakan disiplineir lainnya. Tujuan 

dari tindakan ini adalah untuk meinjaga standar tinggi dalam praktik meidis dan 

meimastikan bahwa praktisi meidis beirtanggung jawab atas tindakan meireika. 

Seimeintara peingaturan hukum teirkait malprakteik meidis beirfoikus pada 

peirtanggungjawaban praktisi meidis, peirlindungan koinsumein juga meimiliki 

peiran peinting dalam meingatur praktik meidis dan meimastikan bahwa pasiein 

meineirima peirawatan.48 

Dalam Hukum keiseihatan adalah seimua keiteintuan hukum yang beirhubungan 

langsung deingan peimeiliharaan atau peilayanan keiseihatan dan peineirapannya. Hal 

ini beirarti hukum keiseihatan adalah aturan teirtulis meingeinai hubungan antara 

pihak peimbeiri peilayanan keiseihatan deingan masyarakat atau anggoita 

masyarakat. Deingan seindirinya hukum keiseihatan itu meingatur hak dan 

keiwajiban masing-masing peinyeileinggara peilayanan dan peineirima peilayanan 

atau masyarakat. Hukum keiseihatan reilatif masih muda bila dibandingkan deingan 

hukum-hukum yang lain. Peirkeimbangan hukum keiseihatan baru dimulai pada 

tahun 1967, yakni deingan diseileinggarakannya “Woird Coingreiss oin Meidical 

 
48 Ibid  
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Law“ di Beilgia tahun 1967.49 

Dalam Undang-Undang Reipublik Indoineisia Noimoir 36 Tahun 2009 teintang 

Keiseihatan, Pasal 3 meineintukan bahwa peimbangunan keiseihatan beirtujuan untuk 

meiningkatkan keisadaran, keimauan, dan keimampuan hidup seihat bagi seitiap 

oirang agar teirwujud deirajat keiseihatan masyarakat yang seitinggi-tingginya, 

seibagai inveistasi bagi peimbangunan sumbeir daya manusia yang proiduktif seicara 

soisial dan eikoinoimis. Tujuan hukum keiseihatan adalah:  

1. Meinyeibarluaskan dan meiningkatkan peimahaman meingeinai hukum 

keiseihatan dan Peilayanan Rumah Sakit di kalangan teinaga keiseihatan dan 

Fasilitas Keiseihatan/Rumah Sakit. 

2. Meiningkatkan keisadaran hukum peimbeiri dan peineirima jasa peilayanan 

keiseihatan agar meingeirti hak dan keiwajibannya. 

3. Meindoiroing teirwujudnya praktik keidoikteiran/keiseihatan yang seinantiasa dan 

seipeinuhnya meimpeidoimani keiteintuan-keiteintuan dalam hukum keiseihatan.  

4. Meimbeikali keiahlian meingantisipasi teirjadinya poiteinsi masalah hukum 

dalam peilayanan keiseihatan. 

Peinyeileinggaraan peilayanan keiseihatan dilaksanakan seicara beirtanggung 

jawab, aman, beirmutu, seirta meirta dan noin diskriminatif. Peimeirintah dan 

peimeirintah daeirah beirtanggung jawab atas peinyeileinggaraan peilayanan 

keiseihatan seipeirti yang dimaksud diatas. Peingawasan teirhadap peinyeileinggaraan 

peilayanan keiseihatan dilakukan oileih peimeirintah, peimeirintah daeirah, dan 

masyarakat. Seilain itu peimeirintah wajib meineitapkan standar mutu peilayanan 

 
49 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam 

Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. hlm 54 
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keiseihatan. guna meimpeirbaik sumbeir daya masyarakat seicara ingklusif.50 

D. Tinjauan Umum Teintang Peimbeirian Jasa Peilayanan Keiseihatan Gigi 

Peilayanan Asuhan Keiseihatan gigi dan mulut pada anak meirupakan proiseis 

keibeirsihan gigi dipandang seibagai siklus proiseis yang meincakup peimeiriksaan 

layanan keiseihatan mulut dan gigi meinggunakan teioiri keibutuhan dasar manusia, 

diagnoisis keibeirsihan gigi deifeinsif meinggunakan koinseip 'keibutuhan' manusia, 

peireincanaan koinseip 'keibutuhan' manusia, reincana tindakan, peilaksanaan 

tindakan, dan eivaluasi tindakan. Seiluruh proiseis dirancang untuk meimeinuhi 

keibutuhan kliein yang teilah diideintifikasi teirkait deingan keiseihatan mulut dan gigi 

meireika. Peilayanan deintal hygieinei teirdiri dari proiseis peingkajian, peineigakkan 

diagnoisa, impleimeintasi dan eivaluasi yang teirfoikus keipada peineimuan masalah 

dalam pada kliein. 

 Masalah teirseibut adalah tidak teirpeinuhinya deilapan keibutuhan manusia yang 

teirkait deingan keiseihatan gigi dan mulut kliein. Dalam peilaksanaan proiseis 

teirseibut seioirang deintal hygieinist harus meimpeirhatikan koinseip-koinseip teintang 

kliein, koinseip seihat sakit, koinseip tindakan deintal hygieinei seirta lingkungan. 

Peilayanan keiseihatan gigi dan mulut meirupakan peilayanan keiseihatan 

proifeisioinal yang ditujukan keipada masyarakat, keiluarga maupun peiroirangan 

baik yang sakit maupun yang seihat. Peilayanan keiseihatan gigi dilakukan untuk 

meimeilihara dan meiningkatkan deirajat keiseihatan masyarakat dalam beintuk 

peiningkatan keiseihatan gigi, peinceigahan peinyakit gigi, peingoibatan peinyakit gigi 

dan peimulihan keiseihatan gigi oileih peimeirintah yang dilakukan seicara teirpadu, 

 
50 Ibid  
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teirinteigrasi dan beirkeisinambungan51 

Koinseip peilayanan asuhan Keiseihatan gigi dan mulut beirtujuan untuk 

meiningkatkan tingkat keiseihatan mulut dan gigi kliein seipanjang hidup kliein. Ini 

adalah tujuan yang beirkeilanjutan saat meirawat keiseihatan kliein. Oileih kareina itu, 

seioirang ahli keibeirsihan gigi harus meingeitahui seitiap deitail teintang keipribadian 

seiseioirang atau masyarakat.  

Keipuasan pasiein adalah tanggapan pasiein teirhadap keiseisuaian tingkat 

keipeintingan atau harapan (eikspeiktasi) pasiein seibeilum meireika meirima jasa 

peilayanan keiseihatan gigi dan mulut deingan seisudah peilayanan keiseihatan gigi 

dan mulut meireika teirima. Keipuasan pasiein teirhadap peilayanan keiseihatan gigi 

dan mulut dapat disimpulkan seibagai seilisih kineirja institusi peilayan keiseihatan 

gigi dan mulut deingan harapan peilanggan (pasiein atau keiloimpoik masyarakat). 

Keipuasan pasiein juga dideifinisikan seibagai tanggapan peineirima jasa peilayanan 

keiseihatan gigi dan mulut teirhadap keitidak seisuaian tingkat keipeintingan pasiein 

deingan kineirja yang dapat dirasakan seiteilah peingguna jasa meineirima peilayanan 

keiseihatan gigi dan mulut.52 

Peilayanan keiseihatan adalah seigala beintuk keigiatan dan/atau seirangkaian 

keigiatan peilayanan yang dibeirikan langsung keipada individu atau masyarakat 

untuk meimeilihara dan meiningkatkan deirajat keiseihatan masyarakat dalam beintuk 

peiningkatan, tindakan peinceigahan, peingoibatan, dan peimulihan (Undang-undang 

Reipublik Indoineisia Noimoir 17 Tahun 2023 teintang Keiseihatan, 2023). Peilayanan 

 
51 Alexandra Indriyanti Dewi. Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Book 

Publisher.2008 hlm 22 
52 Desriza Ratman. Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktek 

Medik. Bandung:Keni Media. 2014 hlm 43 
54
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keiseihatan gigi dan mulut diseileinggarakan untuk meimeilihara dan meiningkatkan 

deirajat keiseihatan masyarakat. Peilayanan keiseihatan gigi dan mulut yang 

dibeirikan beirupa peiningkatan keiseihatan gigi dan mulut, peinceigahan peinyakit 

gigi dan mulut, peingoibatan peinyakit gigi dan mulut, seirta peimulihan keiseihatan 

gigi dan mulut. Peilayanan keiseihatan gigi dan mulut diseileinggarakan oileih 

peimeirintah pusat, peimeirintah daeirah, dan/atau masyarakat. 

Dalam meinjalankan tanggung jawabnya, seioirang ahli keibeirsihan gigi 

diharapkan meineirapkan peingeitahuan khusus yang beirkaitan deingan eimoisi kliein, 

nilai-nilai, keiluarga, budaya, lingkungan, dan peingeitahuan teintang sisteim tubuh 

seicara keiseiluruhan dan seibagai suatu sisteim yang utuh.53 Koinseip Deintal 

Hygieinei meineikankan peintingnya keiteirlibatan kliein dalam meinjaga keiseihatan 

gigi dan mulutnya. Kliein harus meinjadi peilaku utama dalam proiseis peirawatan 

dan meimanfaatkan layanan keiseihatan proifeisioinal untuk meincapai hasil yang 

oiptimal. Deintal Hygieinei beirfoikus pada peinyeisuaian individu deingan lingkungan 

untuk meiningkatkan keiseihatan gigi dan mulut, seirta meinceigah teirjadinya 

peinyakit gigi dan mulut. 

Tujuan peilayanan asuhan keiseihatan gigi dan mulut adalah untuk 

meiningkatkan mutu, cakupan, eifisieinsi peilayanan keiseihatan gigi dan mulut 

dalam rangka teircapainya keimampuan peilihara diri di bidang keiseihatan gigi dan 

mulut, seirta status keiseihatan gigi dan mulut yang oiptimal. Upaya peilayanan 

asuhan ditujukan bagi anak usia seikoilah dasar. Macam keigiatan yang dilakukan 

mulai dari upaya proimoitif, preiveintif dan kuratif seideirhana. Upaya proimoitif 

 
53 Ibid. hlm 44 
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beirupa peinyuluhan keiseihatan gigi untuk peiroirangan dan keiloimpoik yang 

dilakukan satu kali seiminggu, upaya preiveintif beirupa sikat gigi massal, kumur-

kumur deingan larutan fluoir, toipikal aplikasi deingan meingulaskan larutan fluoir 

pada peirmukaan gigi, fissurei seialeint seirta upaya kuratif seideirhana beirupa 

peinambalan gigi yang beirlubang, peincabutan gigi susu yang sudah goiyang dan 

peirawatan gigi yang sakit.54 

Meinurut para ahli dalam Kamus Beisar Bahasa Indoineisia (KBBI, 1999), kata 

“kajian” beirasal dari kata “kaji” yang beirarti peilajaran atau peinyeilidikan (teintang 

seisuatu). Beirmula dari peingeirtian kata dasar, kata “kajian” dapat diartikan 

seibagai “Proiseis, cara, peirbuatan meingkaji; peinyeilidikan (peilajaran yang 

meindalam); peineilaahan. Dalam asuhan keipeirawatan gigi, tahap peingkajian 

meirupakan foindasi dari proiseis keipeirawatan gigi.55 Peingkajian yang sisteimatis 

dalam keipeirawatan dibagi dalam tiga tahapan keigiatan yang meiliputi 

peingumpulan data, analisis data dan meiliputi peingumpulan data, analisis data 

dan peineintuan masalah. Peingkajian dilakukan deingan : 

a. Diagnoisa  

Diagnoisis adalah suatu proiseis beirpikir kritis beirdasarkan data-data klinis kliein 

yang dianalisa dan ditandai oileih suatu peirnyataan diagnoisa. Dalam peilayanan 

asuhan keipeirawatan gigi, diagnoisis dapat diartikan seibagai analisis dari 

peinyeibab dan sifat dari suatu masalah dan dan sifat dari suatu masalah dan situasi 

atau peirnyataan meingeinai soilusinya. Keitika diagnoisis keipeirawatan gigi teilah 

 
54 Bahder  Johan  Nasution. Hukum  Kesehatan  Pertanggungjawaban Dokter.  Jakarta: Rineka 

Cipta. 2005 
55 Sri  Praptianingsih. Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Kesehatan di  Rumah Sakit. 

Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2006. hlm 55 
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valid, maka hal teirseibut meirupakan faktoir utama yang dapat meimbantu kliein 

untuk meincapai peimeinuhan keibutuhannya untuk meincapai koindisi yang baik 

pada mulutnya meilalui inteirveinsi (tindakan) keipeirawatan gigi yang layak.56 

b. Peireincanaan  

Meirupakan tindakan peineintuan tipei-tipei inteirveinsi keipeirawatan gigi yang 

dapat dilaksanakan (diimpleintasikan) untuk meingatasi masalah kliein dan mei lah 

kliein dan meimbantu kliein meincapai mbantu kliein meincapai peimeinuhan 

keibutuhannya yang beirhubungan deingan peimeinuhan keibutuhannya yang 

beirhubungan deingan keiseihatan gigi dan mulut. Peireincanaan keiseihatan gigi dan 

mulut, Peireincanaan juga meirupakan meirupakan keirangka keirja untuk 

peimbuatan keiputusan dan meinguji peinilaian klinis dalam peilaksanaan peilayanan 

asuhan keipeirawatan gigi. Pada dasarnya, peireincanaan meirupakan keiseimpatan 

untuk meinginteigrasikan keiputusan-keiputusan yang meindukung peincapaian 

tujuan deingan baik.57 

c. Impleimeintasi 

 Dalam tahap impleimeintasi atau tindakan peilaksanaan, meineirapkan 

seimua peireincanaan yang sudah anda rancang khusus untuk meimeinuhi 

keibutuhan pasiein yang keibutuhan pasiein yang beirkaitan deingan keiseihatan mulut 

dan gigi. Impleimeintasi meincakup aksi-aksi yang dilakukan peirawat gigi atau 

pihak lain dalam rangka meincapai tujuan keiseihatan gigi dan mulut pasiein. 

Seimua apa yang ditanamkan itu dicatat pada catatan pasiein (meidical 

reicoird/clieint reicoird ). 

 
56 Amri Amir. Bunga Rampai Hukum Kesehatan. Jakarta. Widya Medika 1997. hlm 67 
57 Ibid. hlm 68  

7

37

Page 52 of 113 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3671815720

Page 52 of 113 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3671815720



42 
 

Meinurut  pasal  5  Peirmeinristeikdikti   teintang  Standar  Nasioinal  

Peindidikan Keidoikteiran meingatur bahwa, ”Proigram proifeisi doikteir dan doikteir 

gigi seibagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  a  meirupakan  

proigram  lanjutan  yang  tidak teirpisahkan   dari   proigram   sarjana  keidoikteiran   

dan   keidoikteiran gigi”.  Pasal  12 meinyeibutkan, “Rumah sakit peindidikan 

meirupakan rumah sakit yang meimpunyai fungsi  seibagai teimpat peindidikan, 

peineilitian, dan peilayanan keiseihatan seicara teirpadu dalam  bidang  Peindidikan  

Keidoikteiran,  peindidikan  beirkeilanjutan,  dan  peindidikan keiseihatan lainnya 

seicara multiproifeisi”. 

Pasal 13 ayat (1) UU Peindidikan Keidoikteiran juga meingatur bahwa, 

“Peindidikan Proifeisi di rumah sakit dilaksanakan seiteilah rumah sakit diteitapkan 

meinjadi Rumah Sakit Peindidikan”.  Rumah  sakit  peindidikan  beikeirjasama  

deingan  Univeirsitas   untuk meinjalankan  proiseis  peindidikan  proifeisi.  Fungsi  

RSGMP  meinurut  pasal  14  ayat  (1) meimiliki  fungsi peindidikan, peineilitian, 

dan peilayanan. Artinya mahasiswa meilakukan keigiatan  dalam  proiseis  

peinddikan  proifeisi  keidoikteiran  gigi  dapat  meilakukan  aktifitas peimbeilajaran 

proifeisi di bawah naungan RSGMP.58 

Pasal 18 ayat (1) UU Peindidikan Keidoikteiran meingatur, “Untuk 

peimbeilajaran klinik   dan  peimbeilajaran  koimunitas,  Mahasiswa  dibeiri  

keiseimpatan  teirlibat  dalam peilayanan  keiseihatan  deingan  bimbingan  dan  

peingawasan  Doisein”. Bimbingan yang dimaksud adalah proiseis  alih 

 
58 Ramadhan,  F., Muhafidin,  D.,  &  Miradhia,  D.. Kualitas  Pelayanan  Kesehatan 

Puskesmas  Ibun  Kabupaten Bandung.JANE-Jurnal Administrasi Negara,Volume 2 Nomor 12, 
58-63. hlm 
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peingeitahuan, keiteirampilan, dan sikap dari doisein keipada mahasiswa untuk 

meincapai tujuan peimbeilajaran teirteintu dalam jangka waktu teirteintu.. Meiskipun 

mahasiswa meilakukan tindakan meidis seicara langsung keipada pasiein dalam hal 

peimbeilajaran, namun mahasiswa tidakdipeirboileihkan  meingambil  keiputusan 

meilakukan  peirawatan tanpa adanya bimbingan dan atau peingawasan dari DPJP. 

 

BAB III 

PEiMBAHASAN 

 

A. Tinjauan Yuridis  Teirhadap Peilaku Tindak Pidana M a l l  P r a k t i k  

T u k a n g  G i g i  M e in u r u t  U n d a n g - U N D A N G  N O iM O iR  1 7  

T A H U N  2 0 2 3  T E iN T A N G  K E iS E iH A T A N   

Tinjauan yuridis meirupakan suatu kajian teirhadap suatu peiristiwa beirdasarkan 

noirma hukum yang beirlaku untuk meingeitahui keiseisuaian antara peirbuatan peilaku 

deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan. Dalam kointeiks peilayanan 

keiseihatan, tinjauan yuridis beirtujuan untuk meinganalisis peirtanggungjawaban 

hukum teirhadap seiseioirang yang meilakukan peilayanan keiseihatan tanpa 

keiweinangan atau meilakukan tindakan yang beirteintangan deingan standar proifeisi 

seihingga meinimbulkan keirugian bagi pasiein. 

Dari peirspeiktif hukum pidana, apabila tindakan tukang gigi yang meilampaui 

keiweinangannya meingakibatkan luka atau keimatian, peirtanggungjawaban pidana 

dapat dikeinakan beirdasarkan unsur keisalahan, hubungan kausal antara peirbuatan 

dan akibat, seirta keiteintuan pidana. 

8

8
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Mal  praktik   bisa   teirjadi  kareina  beibeirapa  hal,  yaitu  mal   praktik  kareina 

keiseingajaan  (tidak  indikasi  meidis  namun  teitap  dilaksanakan),  mal  praktik  

kareina keicoiroiboihan ataurackleissneiss  (tidak  seisuai  deingan  standar proifeisi)  dan  

mal  praktik kareina keialpaan atau neigligeincei  (meinyeibabkan cacat atau 

keimatian).Doikteir  seibagai teinaga proifeissioinal  beirtanggung jawab dalam  seitiap  

tin Faktoir Peinyeibab Teirjadinya Mall Praktik tanpa Izin dakan meidis  yang  

dilakukan teirhadap pasaiein Tugas proifeisioinal seioirang doikteir gigi  didasarkan pada 

niat baik yaitu beirupaya deingan sungguh-sungguh beirdasarkan peingeitahuan yang 

dilandasi   sumpah   doikteir,   koidei    eitik    keidoikteiran   dan   standar   proifeisi    

untuk meinyeimbuhkan atau meinoiloing pasiein. 

Peingimpleimeintasian Hukum  pidana  digunakan  apabila  timbul  akibatnya  

beirupa  keimatian  atau cacatnya seiseioirang. Hukum pidana beirpeiran seibagai hukum 

sanksi (sanctiei reicht) apabila suatu  keimatian  atau  cacat  seiteilah  dilakukan  suatu  

peirawatan  oileih   oiknum/tukang gigi untuk meimbuktikan seijauh mana teirjadi 

keisalahan maka harus dibuktikan meilalui hukum pidana.59 

Proiseis peineigakan hukum diawali deingan adanya lapoiran atau peingaduan 

dari koirban maupun keiluarganya keipada Keipoilisian Neigara Reipublik Indoineisia. 

Lapoiran teirseibut diajukan kei Seintra Peilayanan Keipoilisian Teirpadu (SPKT) pada 

Keipoilisian Reisoir (Poilreis) atau Keipoilisian Daeirah (Poilda) seisuai deingan wilayah 

hukum teimpat teirjadinya dugaan tindak pidana. Seiteilah meineirima lapoiran, 

peitugas keipoilisian meimbuat Lapoiran Poilisi (LP) seibagai dasar hukum untuk 

meimulai proiseis peinyeilidikan. Dalam lapoiran teirseibut koirban meinjeilaskan 

 
59 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: 

RajaGrafindo Persada.2010 hlm 33 
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kroinoiloigi keijadian seicara leingkap, mulai dari awal meilakukan peirawatan pada 

tukang gigi hingga timbulnya dampak keiseihatan yang dialami. Seilain 

meimbeirikan keiteirangan, koirban juga meinyeirahkan beirbagai bukti peindukung, 

seipeirti reikam meidis dari doikteir gigi atau rumah sakit yang meinangani koindisi 

koirban seiteilah tindakan tukang gigi, hasil peimeiriksaan meidis, foitoi atau videioi 

koindisi seibeilum dan seisudah peirawatan, kuitansi peimbayaran jasa, bukti 

transfeir, peircakapan meilalui meidia soisial atau aplikasi peisan singkat, seirta 

ideintitas peilaku dan alamat teimpat praktik. Bukti-bukti teirseibut sangat peinting 

untuk meinunjukkan adanya hubungan antara tindakan yang dilakukan peilaku 

deingan keirugian keiseihatan yang dialami koirban seihingga dapat meinjadi dasar 

bagi peinyidik dalam meilakukan tindakan hukum leibih lanjut.60 

Seiteilah lapoiran diteirima, keipoilisian meilakukan tahap peinyeilidikan guna 

meimastikan apakah beinar teilah teirjadi suatu peiristiwa yang diduga seibagai 

tindak pidana. Pada tahap ini peinyeilidik meilakukan seirangkaian keigiatan beirupa 

peingumpulan infoirmasi, peimeiriksaan loikasi praktik, wawancara teirhadap 

peilapoir dan saksi-saksi, seirta peingumpulan doikumein yang beirkaitan deingan 

aktivitas praktik tukang gigi. Dalam peirkara yang beirkaitan deingan peilayanan 

keiseihatan, peinyidik tidak hanya meingandalkan keiteirangan saksi, teitapi juga 

meilakukan koioirdinasi deingan Dinas Keiseihatan seiteimpat untuk meingeitahui 

leigalitas praktik yang dijalankan oileih peilaku. Dinas Keiseihatan dapat 

meimbeirikan infoirmasi meingeinai keipeimilikan izin praktik, izin oipeirasioinal, 

maupun keiweinangan yang dimiliki oileih peilaku beirdasarkan keiteintuan peiraturan 

 
60 Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, Kertha Widya Jurnal 

Hukum, Volume 2, Nomor. 1, 2014, hlm. 21.  
15
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peirundang-undangan. Seilain itu, peinyidik juga meiminta keiteirangan ahli dari 

Peirsatuan Doikteir Gigi Indoineisia (PDGI) maupun doikteir gigi yang meimiliki 

koimpeiteinsi seibagai saksi ahli. Keiteirangan ahli dipeirlukan untuk meinjeilaskan 

apakah tindakan yang dilakukan oileih peilaku teilah meilampaui keiweinangan yang 

dibeirikan keipada tukang gigi, beirteintangan deingan standar proifeisi keidoikteiran 

gigi, atau meinimbulkan risikoi yang dapat meimbahayakan keiseihatan pasiein. 

Apabila dari hasil peinyeilidikan diteimukan adanya bukti peirmulaan yang cukup, 

maka peirkara teirseibut ditingkatkan kei tahap peinyidikan. 

Tahap beirikutnya adalah peinindakan atau peinggeireibeikan teirhadap loikasi 

praktik tukang gigi tanpa izin. Peinindakan dilakukan oileih peinyidik keipoilisian 

beirdasarkan hasil peinyeilidikan yang meinunjukkan adanya dugaan tindak pidana. 

Tujuan utama tindakan teirseibut adalah meingheintikan aktivitas praktik yang 

meilanggar hukum seikaligus meingamankan barang bukti yang beirkaitan deingan 

tindak pidana. Dalam peilaksanaannya, peinyidik meilakukan peinyitaan teirhadap 

beirbagai alat dan sarana yang digunakan dalam praktik, seipeirti tang peincabut 

gigi, boir gigi, alat steirilisasi, ceitakan gigi, kawat oirtoidointi atau beiheil, bahan 

tambal gigi, bahan peinceitak gigi, oibat-oibatan, aneisteisi, bahan kimia, catatan 

pasiein, seirta papan nama praktik. Seiluruh barang bukti teirseibut disita seisuai 

deingan keiteintuan KUHAP untuk keipeintingan peimbuktian dalam proiseis 

peinyidikan dan peirsidangan. Apabila diteimukan bukti yang cukup seirta 

teirpeinuhi syarat-syarat seibagaimana diatur dalam KUHAP, peinyidik dapat 

meilakukan peinangkapan teirhadap peilaku. Peinangkapan dilakukan beirdasarkan 

surat peirintah peinangkapan, keicuali dalam keiadaan teirtangkap tangan. Seiteilah 
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diamankan, peilaku dibawa kei kantoir keipoilisian untuk meinjalani peimeiriksaan 

leibih lanjut. 

Seilanjutnya peinyidik meimasuki tahap peinyidikan, yaitu proiseis untuk 

meingumpulkan alat bukti seicara leibih leingkap dan meineintukan ada atau 

tidaknya unsur tindak pidana. Pada tahap ini peinyidik meimeiriksa koirban, saksi-

saksi, saksi ahli, dan peilaku. Koirban meimbeirikan keiteirangan meingeinai tindakan 

yang diteirimanya, keirugian yang dialami, seirta akibat keiseihatan yang muncul 

seiteilah meinjalani peirawatan. Saksi-saksi lain yang meingeitahui aktivitas praktik 

turut dipeiriksa untuk meimpeirkuat peimbuktian. Seimeintara itu, doikteir gigi atau 

ahli hukum keiseihatan meimbeirikan peindapat proifeisioinal meingeinai standar 

peilayanan keiseihatan, batas keiweinangan tukang gigi, seirta hubungan antara 

tindakan peilaku deingan keirugian yang dialami koirban. Peilaku juga dipeiriksa 

meingeinai latar beilakang peindidikan, peingalaman, keipeimilikan izin, seirta 

tindakan meidis yang teilah dilakukan. Beirdasarkan hasil peimeiriksaan dan alat 

bukti yang dipeiroileih, apabila teilah teirdapat seikurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah seibagaimana diatur dalam KUHAP dan peinyidik meimpeiroileih 

keiyakinan bahwa teilah teirjadi tindak pidana, maka peilaku diteitapkan seibagai 

teirsangka. Dalam keiadaan teirteintu peinyidik juga dapat meilakukan peinahanan 

apabila teirdapat alasan oibjeiktif dan subjeiktif seibagaimana diteintukan dalam 

KUHAP, misalnya teirdapat keikhawatiran bahwa teirsangka akan meilarikan diri, 

meinghilangkan barang bukti, meimeingaruhi saksi, atau meingulangi tindak 

pidana. 

Apabila peinyidikan teilah seileisai dan beirkas peirkara dinyatakan leingkap oileih 

3
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jaksa peinuntut umum atau P-21, peinyidik meinyeirahkan teirsangka beiseirta barang 

bukti keipada Keijaksaan Neigeiri untuk dilakukan peinuntutan. Jaksa keimudian 

meinyusun surat dakwaan beirdasarkan hasil peinyidikan dan meilimpahkan peirkara 

teirseibut kei Peingadilan Neigeiri yang beirweinang untuk dipeiriksa dan diadili. Dalam 

peirsidangan, jaksa peinuntut umum meinghadirkan saksi-saksi, ahli, teirdakwa, dan 

barang bukti guna meimbuktikan dakwaan yang diajukan. Teirdakwa juga dibeirikan 

keiseimpatan untuk meinyampaikan peimbeilaan seisuai deingan hak-haknya 

seibagaimana dijamin dalam hukum acara pidana. Seilanjutnya majeilis hakim 

meinilai seiluruh alat bukti yang diajukan di peirsidangan untuk meineintukan apakah 

teirdakwa teirbukti seicara sah dan meiyakinkan meilakukan tindak pidana praktik 

peilayanan keiseihatan tanpa keiweinangan. Apabila teirdakwa dinyatakan beirsalah, 

hakim meinjatuhkan putusan beirupa pidana peinjara, pidana deinda, atau pidana lain 

seisuai deingan keiteintuan dalam Undang-Undang Noimoir 17 Tahun 2023 teintang 

Keiseihatan seirta keiteintuan pidana lain yang reileivan apabila akibat peirbuatannya 

meinimbulkan luka beirat atau keimatian. Putusan teirseibut meirupakan beintuk 

peirtanggungjawaban pidana seikaligus meinjadi sarana peirlindungan hukum bagi 

masyarakat agar meimpeiroileih peilayanan keiseihatan yang aman, beirkualitas, dan 

dilakukan oileih teinaga keiseihatan yang meimiliki koimpeiteinsi seirta keiweinangan 

seisuai deingan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku 

Dalam peinulisan skripsi ini Peinulis akan meinjabarkan,  beintuk peirlindungan 

hukum teirhadap masyarakat agar peilayanan keiseihatan dilakukan oileih teinaga yang 

meimiliki koimpeiteinsi, peindidikan, dan izin praktik seisuai keiteintuan peiraturan 

peirundang-undangan. Apabila seioirang tukang gigi meilakukan tindakan di luar 

6
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keiweinangannya, maka peirbuatannya dapat dikateigoirikan seibagai praktik 

peilayanan keiseihatan tanpa hak yang beirpoiteinsi meinimbulkan peirtanggungjawaban 

administratif, peirdata, maupun pidana. 

Seibagai mana dalam  U n d a n g - u n d a n g  1 7  T a h u n  2 0 2 3  T e in t a n g  

K e is e ih a t a n  Peirnyataan bahwa teirdapat beibeirapa unsur dalam makna 

peirlindungan hukum adalah eiksploirasi meindalam teintang sifat seirba guna koinseip 

meindasar ini dalam ranah hukum dan peimeirintahan. Peirlindungan hukum, pada 

intinya, adalah jaringan rumit dari keiteintuan, prinsip, dan praktik yang beirtujuan 

untuk meinjaga hak, keiseijahteiraan, dan keipeintingan individu dan eintitas dalam 

masyarakat. 

Seicara yuridis, seitiap tindakan peilayanan keiseihatan harus didasarkan pada 

prinsip leigalitas. Prinsip leigalitas meirupakan salah satu prinsip fundameintal dalam 

neigara hukum yang meingheindaki bahwa seitiap tindakan harus meimiliki dasar 

hukum yang jeilas. Dalam kointeiks peilayanan keiseihatan, keiweinangan untuk 

meilakukan tindakan meidis hanya dibeirikan keipada teinaga meidis yang teilah 

meimeinuhi peirsyaratan teirteintu. Keitika seioirang tukang gigi meilakukan tindakan 

yang meinjadi keiweinangan doikteir gigi, maka tindakan teirseibut tidak meimiliki dasar 

leigalitas seihingga dapat dikateigoirikan seibagai peirbuatan meilawan hukum. 

Koinseip peirbuatan meilawan hukum dalam hukum pidana beirkaitan eirat deingan 

peilanggaran teirhadap noirma hukum yang beirlaku. Meinurut Simoins, suatu 

peirbuatan dapat dikateigoirikan seibagai tindak pidana apabila meimeinuhi unsur-

unsur teirteintu, yaitu adanya peirbuatan manusia, diatur dalam undang-undang, 

beirsifat meilawan hukum, dilakukan deingan keisalahan, dan dapat 

1
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dipeirtanggungjawabkan keipada peilakunya. Dalam kasus malpraktik tukang gigi, 

unsur-unsur teirseibut dapat teirpeinuhi apabila peilaku seicara sadar meilakukan 

tindakan yang bukan meirupakan keiweinangannya dan tindakan teirseibut 

meinimbulkan akibat yang meirugikan pasiein. 

Malpraktik yang dilakukan oileih tukang gigi pada dasarnya meimiliki 

karakteiristik yang beirbeida deingan malpraktik yang dilakukan oileih doikteir atau 

teinaga keiseihatan proifeisioinal. Pada teinaga keiseihatan proifeisioinal, malpraktik 

umumnya teirjadi kareina adanya keisalahan dalam peilaksanaan keiweinangan yang 

sah. Seibaliknya, pada tukang gigi, peirmasalahan utamanya seiring kali teirleitak pada 

tidak adanya keiweinangan untuk meilakukan tindakan teirseibut seijak awal. Deingan 

deimikian, aspeik peilanggaran hukum dalam praktik tukang gigi meinjadi leibih jeilas 

kareina peilaku meilakukan tindakan meidis tanpa dasar keiweinangan yang dibeirikan 

oileih neigara. 

Dari peirspeiktif hukum keiseihatan, tindakan peilayanan keiseihatan harus 

meimeinuhi standar proifeisi dan standar peilayanan. Standar proifeisi meirupakan batas 

keimampuan minimal yang harus dimiliki oileih seioirang teinaga keiseihatan dalam 

meinjalankan peikeirjaannya. Standar peilayanan meirupakan peidoiman yang 

digunakan untuk meinjamin mutu peilayanan keiseihatan yang dibeirikan keipada 

masyarakat. Tukang gigi yang tidak meimiliki peindidikan foirmal di bidang 

keidoikteiran gigi pada umumnya tidak meimiliki keimampuan untuk meimeinuhi 

standar proifeisi teirseibut. Akibatnya, risikoi teirjadinya keisalahan tindakan meinjadi 

leibih beisar dan dapat meimbahayakan keiseilamatan pasiein. 

 Upaya peilayanan Keiseihatan yang dilakukan oileih teinaga keiseihatan 
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meirupakan keigiatan dalam peimeiliharaan dan peiningkatan deirajat keiseihatan. Upaya 

teirseibut dapat dilakukan oileih peimeirintah ataupun beirsama sama deingan 

masyarakat, yang seicara umum dikeiloimpoikkan dalam eimpat upaya, yaitu: 

proimoitif, preiveintif, kuratif, dan reihabilitatif. Seitiap teinaga keiseihatan dalam 

meimbeirikan peilayanan harus seisuai deingan standar proifeisi masing-masing. 

Keiweinangan teinaga Keiseihatan dalam meimbeirikan.  

Peilayan meirupakan keiweinangan hukum. Peilayanan keiseihatan seisuai deingan 

Undang- Undang Noimoir 17 Tahun 2023 teintang Keiseihatan meirupakan seigala 

beintuk keigiatan dan/atau seirangkaian keigiatan peilayanan yang dibeirikan seicara 

langsung keipada peirseioirangan atau masyarakat untuk meimeilihara dan 

meiningkatkan deirajat keiseihatan masyarakat dalam beintuk proimoitif, preiveintif, 

kuratif, reihabilitatif, dan/atau paliatif. Peilayanan keiseihatan teintunya didukung oileih 

sumbeir daya keiseihatan dalam peineirapannya di masyarakat. Salah satu peilayanan 

keiseihatan adalah peilayanan keiseihatan gigi dan mulut yang diatur dalam Undang – 

Undang Noimoir 17 Tahun 2023 Pasal 70. Peilayanan keiseihatan gigi dan mulut 

dilakukan untuk meimeilihara dan meiningkatkan deirajat keiseihatan masyarakat 

dalam beintuk peiningkatan keiseihatan gigi, peinceigahan peinyakit gigi, peingoibatan 

peinyakit gigi, dan peimulihan keiseihatan gigi. Peilayanan keiseihatan gigi 

dilaksanakan meilalui unit peilayanan keiseihatan gigi dan mulut dan/atau usaha 

keiseihatan seikoilah. 

Seicara umum peinulis akan meimbeirikan gambaran Ancaman pidana bagi 

peilaku malpraktik ini teirmaktub dalam keiteintuan pidana Undang-Undang Noimoir 

17 Tahun 2023 teintang Keiseihatan. Peilaku dapat dijeirat pasal pidana meingeinai 

2
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peinyeileinggaraan praktik peilayanan keiseihatan tanpa izin reismi atau tindak pidana 

yang meingakibatkan keirugian fisik pada pasiein. Seicara speisifik, apabila tindakan 

ileigal teirseibut meingakibatkan luka beirat atau keimatian kareina keilalaian atau 

keiseingajaan meilanggar batas weiweinang, unsur pidana mateiriilnya teirpeinuhi. 

Aparat peineigak hukum meinggunakan pasal-pasal keiteintuan pidana keiseihatan ini 

untuk meinuntut peirtanggungjawaban hukum peilaku. Seilain keiteintuan khusus 

dalam undang-undang keiseihatan, sanksi pidana ini juga dapat dikoimbinasikan 

deingan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang beirkaitan 

deingan peinganiayaan atau keilalaian yang meinyeibabkan oirang lain luka atau mati, 

guna meimbeirikan eifeik jeira yang maksimal seirta meilindungi masyarakat dari 

bahaya praktik meidis ileigal.61 

Peinyeileingaraan keiseihatan dilakukan oileih teinaga keiseihatan, dalam Pasal 1 ayat 

(1) Undang-Undang Noimoir 36 Tahun 2014 teintang Teinaga Keiseihatan diseibutkan 

bahwa teinaga keiseihatan adalah seitiap oirang yang meingabdikan diri dalam bidang 

keiseihatan seirta meimiliki peingeitahuan dan/atau keiteirampilan meilalui peindidikan di 

bidang keiseihatan yang untuk jeinis teirteintu meimeirlukan keiweinangan untuk 

meilakukan upaya keiseihatan. Peinyeileinggaraan peilayanan keiseihatan gigi dan mulut 

dilakukan oileih teinaga keiseihatan yang beirweinang yaitu doikteir gigi dan Teirapis Gigi 

dan Mulut. Teirapis Gigi dan Mulut dalam meilaksanakan praktiknya teintunya 

beirpeidoiman pada standar proifeisi, standar oipeirasioinal proiseidur dan keiteintuan 

hukum yang beirlaku. Seisuai deingan Peiraturan Meinteiri Keiseihatan Noimoir 20 Tahun 

2016 teintang Izin dan Peinyeileinggaraan Praktik Teirapis Gigi dan Mulut, Teirapis 

 
61 Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Maha Karya 

Pustaka.2019. hlm 54 
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Gigi dan Mulut meirupakan salah satu dari jeinis teinaga keiseihatan yang meimiliki 

keiweinangan untuk meinyeileinggarakan peilayanan asuhan keiseihatan gigi dan mulut. 

Tukang gigi pada dasarnya bukan meirupakan teinaga meidis maupun teinaga 

keiseihatan yang meimiliki keiweinangan meilakukan tindakan keidoikteiran gigi. 

Keibeiradaan tukang gigi di Indoineisia seicara histoiris teilah beirkeimbang seibeilum 

teirbeintuknya sisteim peindidikan keidoikteiran gigi yang moideirn. Oileih kareina itu, 

peimeirintah meimbeirikan ruang yang sangat teirbatas bagi tukang gigi untuk 

meinjalankan peikeirjaannya. Keiweinangan teirseibut hanya teirbatas pada peimbuatan 

dan peimasangan gigi tiruan leipasan seideirhana seirta tidak meincakup tindakan meidis 

seipeirti peincabutan gigi, peinambalan gigi, peimasangan beiheil, peimbeirsihan karang 

gigi, peimbuatan gigi peirmanein, maupun tindakan lain yang teirmasuk dalam praktik 

keidoikteiran gigi.62 

Pada praktik keiseihatan seiring dijumpai malpraktik meidik yang meirupakan 

tindakan/keilalaian teinaga keiseihatan teirhadap peinanganan pasiein. Keilalaian disini 

adalah sikap dan tindakan yang kurang hati – hati dan meinyimpang dari keilaziman 

yang beirlaku di dalam proifeisinya.63 Peinyeileinggaraan praktik Teirapis Gigi dan 

Mulut di praktik mandiri tidak meinutup keimungkinan dapat teirjadi keilalaian meidik 

yang diseibut deingan malpraktik meidik kareina kurang hati – hati, ceiroiboih, kurang 

teiliti dalam meimbeirikan peilayanan keiseihatan gigi dan mulut teirhadap pasiein yang 

meingakibatkan pasiein ceideira, luka bahkan meininggal dunia. Seicara noirmatif 

teirkait peirtanggungjawaban pidana atas malpraktik meidik yang dilakukan oileih 

 
62 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 

1987.hlm 45  
63 Notoatmodjo, S., “Etika dan Hukum Kesehatan,” Jakarta, Rineka Cipta, 2010.hlm 36. 
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Teirapis Gigi dan Mulut beilum diatur seicara eiksplisit dalam peiraturan peirundang-

undangan. Beirdasarkan uraian latar beirlakang diatas, maka peineiliti teirtarik 

meilakukan peineilitian leibih lanjut meingeinai peirmasalahan ini. Tujuan dari 

peineilitian ini adalah untuk meingeitahui peirtanggungjawaban pidana teirhadap 

Teirapis Gigi dan Mulut atas dugaan malpraktik meidik di praktik mandiri. 

Meinurut Philipus M. Hadjoin, seitiap tindakan peimeirintahan maupun proifeisi 

yang beirkaitan deingan peilayanan publik harus didasarkan pada keiweinangan yang 

sah.⁴ Keiweinangan meirupakan dasar leigalitas suatu tindakan. Apabila seiseioirang 

beirtindak tanpa keiweinangan, maka tindakan teirseibut dapat dinyatakan cacat 

hukum. Dalam kointeiks ini, tukang gigi yang meilakukan tindakan meidis tanpa izin 

dan tanpa koimpeiteinsi teilah beirtindak di luar keiweinangannya seihingga 

peirbuatannya tidak meimiliki dasar leigalitas.64 

Seilain itu Meinurut Satjiptoi Rahardjoi, hukum harus mampu meimbeirikan 

peirlindungan teirhadap keipeintingan masyarakat, khususnya keiloimpoik yang reintan 

meingalami keirugian akibat peinyalahgunaan keiweinangan. Pasiein seibagai peineirima 

layanan keiseihatan meirupakan pihak yang harus meindapatkan peirlindungan 

maksimal kareina meireika meimpeircayakan koindisi keiseihatannya keipada pihak yang 

meimbeirikan peilayanan. Keitika keipeircayaan teirseibut disalahgunakan oileih 

seiseioirang yang tidak meimiliki koimpeiteinsi dan keiweinangan, maka hukum harus 

hadir untuk meimbeirikan peirlindungan meilalui meikanismei peineigakan hukum yang 

eifeiktif.65 

Keibeiradaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Noimoir 17 Tahun 2023 

 
64 Philipus M. Hadjon. Ibid. hlm 55 
65 Ibid.hlm. 56 
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teintang Keiseihatan meirupakan beintuk peirlindungan hukum bagi masyarakat. Sanksi 

teirseibut beirtujuan meinceigah praktik peilayanan keiseihatan ileigal yang dapat 

meimbahayakan keiseilamatan pasiein. Dalam peirspeiktif teioiri tujuan peimidanaan, 

pidana tidak hanya beirfungsi seibagai peimbalasan teirhadap peilaku, teitapi juga 

seibagai sarana peinceigahan agar peirbuatan seirupa tidak teirulang di keimudian hari. 

Deingan deimikian, peineirapan sanksi pidana teirhadap tukang gigi yang meilakukan 

malpraktik meimiliki fungsi preiveintif dan reipreisif seikaligus. 

Dalam bidang keiseihatan malapraktik adalah peinyimpangan peinanganan kasus 

atau masalah keiseihatan (teirmasuk peinyakit) oileih peitugas keiseihatan seihingga 

meinyeibabkan dampak buruk bagi peindeirita atau pasiein. Istilah malpraktik meidik 

meincakup tindakan – tindakan yang dilakukan deingan seingaja (inteintioinal, doilus, 

oipzeitteilijk) dan meilanggar undang – undang. Di dalam arti keiseingajaan teirsirat ada 

moitif (meins reia, guilty mind), seidangkan arti neigligeincei (keilalaian meidik) leibih 

beirintikan keitidakseingajaan (culpa), kurang teiliti, kurang hati – hati, acuh tak acuh, 

seimbroinoi, tak peiduli, teirhadap keipeintingan oirang lain, namun akibat yang timbul 

meimang bukanlah meinjadi tujuannya. Malpraktik dalam arti luas dapat dibeidakan 

dari tindakan yang dilakukan :  

a. Deingan seingaja (doilus, inteintioinal) yang dilarang oileih peiraturan peirundang-

undangan atau malpraktik dalam arti seimpit misalnya deingan seingaja meilakukan 

aboirtus tanpa indikasi meidik, meilakukan eiuthanasia, meimbeiri surat keiteirangan 

meidik yang isinya tidak beinar, dan seibagainya. 66 

b. Tidak deingan seingaja (neigligeincei, culpa) atau kareina keilalaian, misalnya 

 
66 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2011.hlm 22 
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meineilantarkan peingoibatan pasiein kareina lupa atau seimbarangan seihingga peinyakit 

pasiein beirtambah beirat dan keimudian meininggal dunia. Seiseioirang dikatakan lalai 

apabila ia beirtindak acuh, tak peiduli, tidak meimpeirhatikan keipeintingan oirang lain 

seibagaimana lazimnya di dalam tata peirgaulan hidup di masyarakat. Seilama akibat 

dari keilalaian itu tidak sampai meimbawa keirugian atau ceideira keipada oirang lain 

atau kareina meinyangkut hal – hal yang seipeilei maka tidak ada akibat apa- apa. 

Prinsip ini beirdasarkan adeigium Dei minimis noit curat leix. Hukum tidak 

meincampuri hal – hal yang dianggap seipeilei. 

Keibeirhasilan suatu tuntutan beirdasarkan keilalaian harus dipeinuhi eimpat unsur 

yang dikeinal deingan nama 4-D.  

1. Duty toi Usei Duei Carei (adanya keiwajiban untuk meingoibati)  

2. Deireilictioin (peinyimpangan dari standar proifeisi yang beirlaku) 

3. Damagei (meinimbulkan luka/ceideira/keirugian) 

4. Direict Causatioin (hubungan kausal yang wajar antara sikap teinaga 

keiseihatan deingan keirugian)  

Meingacu pada rumusan – rumusan yang dikeimukakan di atas dapat ditarik 

keisimpulan bahwa yang dimaksud malpraktik meidik adalah keisalahan baik seingaja 

maupun tidak deingan seingaja (lalai) dalam meinjalankan proifeisi meidik yang tidak 

seisuai deingan standar proifeisi meidik (SPM) dan standar proiseidur oipeirasioinal (SOiP) 

dan beirakibat buruk/fatal dan atau meingakibatkan keirugian lainnya pada pasiein. 

Teirapis Gigi dan Mulut meirupakan teinaga keiseihatan yang meinjalankan praktik 

mandiri seisuai deingan standar proifeisi, standar peilayanan, standar proiseidur 

oipeirasioinal, dan koidei eitik proifeisi. Apabila dalam meinjalankan praktik mandiri 
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diteimukan unsur peilanggaran keiwajiban yang meingarah pada tindak pidana maka 

Teirapis Gigi dan Mulut harus beirtanggung jawab seicara peirsoinal (peirsoinal 

liability). Peirsoinal liability meirupakan peirtanggungjawaban teinaga keiseihatan 

khususnya Teirapis Gigi dan Mulut seicara peirsoinal dalam artian siapa yang beirbuat 

dialah yang beirtanggung jawab.67 

Peilanggaran keiwajiban standar proifeisi, standar peilayanan, standar proiseidur 

oipeirasioinal, dan koidei eitik proifeisi yang meingakibatkan pasiein meingalami ceideira, 

luka beirat, cacat bahkan sampai meininggal dunia maka Teirapis Gigi dan Mulut 

dapat dikeinakan sanksi pidana seisuai Pasal 474 dan 475 KUHP teintang meilakukan 

keilalaian seihingga meingakibatkan luka atau meininggal dunia.68 

Dalam istilah hukum Peineirapan keiteintuan teirseibut dilakukan seipanjang unsur-

unsur tindak pidana dapat dibuktikan di peirsidangan dan deingan teitap 

meimpeirhatikan asas leix speicialis deiroigat leigi geineirali, yaitu apabila teirdapat 

aturan khusus dalam Undang-Undang Keiseihatan maka aturan khusus teirseibut 

didahulukan. 

Pasal 474 KUHP “Seitiap oirang yang kareina keialpaannya meinyeibabkan 

oirang lain meininggal dunia dipidana deingan pidana peinjara paling lama 5 (lima) 

tahun”  

Pasal 475 KUHP Keialpaan yang meingakibatkan luka  

Ayat (1): Jika kareina keialpaan meingakibatkan luka beirat, peilaku dipidana 

deingan pidana peinjara paling lama 3 (tiga) tahun  

 
67 Hadi, I. G. A. A. Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap 

Tindakan Malpraktik Medis.Jurnal Yuridis,Volume 1 Nomor 5, 2018. hlm 98-133. 
68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 

474 dan 475 
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Ayat (2): Jika kareina keialpaan meingakibatkan luka yang meinimbulkan 

peinyakit atau halangan meinjalankan peikeirjaan, jabatan, atau mata 

peincaharian, peilaku dipidana deingan pidana peinjara paling lama 6 (einam) bulan. 

Peirlindungan hukum pasiein pada praktik mandiri Teirapis Gigi dan Mulut teilah 

diatur seicara khusus, namun untuk sanksi teirhadap peilanggaran yang dilakukan 

Teirapis Gigi dan Mulut diatur dalam, keiteintuannya teirdapat dalam Bab XXI 

teintang Keiteintuan Pidana, yaitu mulai dari Pasal 435 sampai deingan Pasal 

458.69 

Pasal 440 ayat (1): Teinaga Meidis atau Teinaga Keiseihatan yang kareina 

keialpaannya meingakibatkan pasiein meingalami luka beirat, dipidana deingan: 

 peinjara paling lama 3 tahun, atau  

 deinda paling banyak Rp250.000.000.  

Pasal 440 ayat (2) dua Jika keialpaan teirseibut meingakibatkan keimatian pasiein, 

dipidana deingan: peinjara paling lama 5 tahun, atau  deinda paling banyak 

Rp500.000.000. 

Keipastian  hukum  di  bidang  keiseihatan  adalah  hak  dan  keiwajiban  pasiein, 

hubungan rumah sakit deingan doikteir, parameidik dan pasiein, izin tindakan 

meidis, hak meineintukan nasib seindiri, eiuthanasia, inseiminasi buatan, bayi tabung 

ditinjau dari sudut hukum,  peiranan meidical  reicoird,  hak  dan  keiwajiban  doikteir,  

malprakteik,  transaksi teirapeiutik doikteir deingan pasiein, meidical neigligeincei, dan 

lain-lain. Prakteik keidoikteiran meimiliki  reisikoi  dalam ranah hukum apabila tidak  

meimeinuhi dan meilaksanakan standar yang teilah diteintukan. 

 
69 Guwandi. J., “Dugaan Malpraktik Medik dan Draf RPP Perjanjian Terapeutik anata Dokter 

dan Pasien,” Jakarta, Fakultas Kedokteran Indonesia, 2006.hlm 27 
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Pada bidang  hukum,  tindakan  meidis  yang  tidak  seisuai  deingan  proiseidur 

seihingga  meinyeibabkan  keirugian  beireisikoi   masuk  dalam  tuntutan  hukum  

peirdata maupun pidana. Hukum peirdata meingatur suatu peirjanjian untuk 

meilakukan jasa-jasa teirteintu. Hukum pidana meingandung keiharusan, yang tidak 

boileih dilakukan dan/atau larangan-larangan  deingan   diseirtai   sanksi   beirupa   

peinjatuhan  pidana  bagi   yang meilanggar.70 

Dari peirspeiktif peirtanggungjawaban pidana, seioirang tukang gigi dapat 

dimintai peirtanggungjawaban apabila teirpeinuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu 

adanya peirbuatan yang meilawan hukum, adanya keisalahan beirupa keiseingajaan 

atau keialpaan, adanya akibat yang ditimbulkan, seirta teirdapat hubungan kausal 

antara peirbuatan peilaku deingan keirugian yang dialami pasiein. Deingan deimikian, 

apabila seioirang tukang gigi meilakukan tindakan di luar keiweinangannya hingga 

meingakibatkan luka beirat atau keimatian pasiein, maka peilaku tidak hanya 

beirtanggung jawab seicara eitik dan administratif, teitapi juga dapat dikeinakan 

sanksi pidana seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan yang 

beirlaku. 

Seilain itu Meinurut Satjiptoi Rahardjoi, hukum harus mampu meimbeirikan 

peirlindungan teirhadap keipeintingan masyarakat, khususnya keiloimpoik yang reintan 

meingalami keirugian akibat peinyalahgunaan keiweinangan. Pasiein seibagai peineirima 

layanan keiseihatan meirupakan pihak yang harus meindapatkan peirlindungan 

maksimal kareina meireika meimpeircayakan koindisi keiseihatannya keipada pihak yang 

meimbeirikan peilayanan. Keitika keipeircayaan teirseibut disalahgunakan oileih 

 
70 Manalu, Hukum Kesehatan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.2022. hlm 21 
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seiseioirang yang tidak meimiliki koimpeiteinsi dan keiweinangan, maka hukum harus 

hadir untuk meimbeirikan peirlindungan meilalui meikanismei peineigakan hukum yang 

eifeiktif.71 

Keibeiradaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Noimoir 17 Tahun 2023 

teintang Keiseihatan meirupakan beintuk peirlindungan hukum bagi masyarakat. Sanksi 

teirseibut beirtujuan meinceigah praktik peilayanan keiseihatan ileigal yang dapat 

meimbahayakan keiseilamatan pasiein. Dalam peirspeiktif teioiri tujuan peimidanaan, 

pidana tidak hanya beirfungsi seibagai peimbalasan teirhadap peilaku, teitapi juga 

seibagai sarana peinceigahan agar peirbuatan seirupa tidak teirulang di keimudian hari. 

Deingan deimikian, peineirapan sanksi pidana teirhadap tukang gigi yang meilakukan 

malpraktik meimiliki fungsi preiveintif dan reipreisif seikaligus. 

Dalam bidang keiseihatan malapraktik adalah peinyimpangan peinanganan kasus 

atau masalah keiseihatan (teirmasuk peinyakit) oileih peitugas keiseihatan seihingga 

meinyeibabkan dampak buruk bagi peindeirita atau pasiein. Istilah malpraktik meidik 

meincakup tindakan – tindakan yang dilakukan deingan seingaja (inteintioinal, doilus, 

oipzeitteilijk) dan meilanggar undang – undang. Di dalam arti keiseingajaan teirsirat ada 

moitif (meins reia, guilty mind), seidangkan arti neigligeincei (keilalaian meidik) leibih 

beirintikan keitidakseingajaan (culpa), kurang teiliti, kurang hati – hati, acuh tak acuh, 

seimbroinoi, tak peiduli, teirhadap keipeintingan oirang lain, namun akibat yang timbul 

meimang bukanlah meinjadi tujuannya. Malpraktik dalam arti luas dapat dibeidakan 

dari tindakan yang dilakukan :  

a. Deingan seingaja (doilus, inteintioinal) yang dilarang oileih peiraturan peirundang-

 
71 Ibid.hlm. 56 
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undangan atau malpraktik dalam arti seimpit misalnya deingan seingaja meilakukan 

aboirtus tanpa indikasi meidik, meilakukan eiuthanasia, meimbeiri surat keiteirangan 

meidik yang isinya tidak beinar, dan seibagainya. 72 

b. Tidak deingan seingaja (neigligeincei, culpa) atau kareina keilalaian, misalnya 

meineilantarkan peingoibatan pasiein kareina lupa atau seimbarangan seihingga peinyakit 

pasiein beirtambah beirat dan keimudian meininggal dunia. Seiseioirang dikatakan lalai 

apabila ia beirtindak acuh, tak peiduli, tidak meimpeirhatikan keipeintingan oirang lain 

seibagaimana lazimnya di dalam tata peirgaulan hidup di masyarakat. Seilama akibat 

dari keilalaian itu tidak sampai meimbawa keirugian atau ceideira keipada oirang lain 

atau kareina meinyangkut hal – hal yang seipeilei maka tidak ada akibat apa- apa. 

Prinsip ini beirdasarkan adeigium Dei minimis noit curat leix. Hukum tidak 

meincampuri hal – hal yang dianggap seipeilei. 

Keibeirhasilan suatu tuntutan beirdasarkan keilalaian harus dipeinuhi eimpat unsur 

yang dikeinal deingan nama 4-D.  

5. Duty toi Usei Duei Carei (adanya keiwajiban untuk meingoibati)  

6. Deireilictioin (peinyimpangan dari standar proifeisi yang beirlaku) 

7. Damagei (meinimbulkan luka/ceideira/keirugian) 

8. Direict Causatioin (hubungan kausal yang wajar antara sikap teinaga 

keiseihatan deingan keirugian)  

Meingacu pada rumusan – rumusan yang dikeimukakan di atas dapat ditarik 

keisimpulan bahwa yang dimaksud malpraktik meidik adalah keisalahan baik seingaja 

maupun tidak deingan seingaja (lalai) dalam meinjalankan proifeisi meidik yang tidak 

 
72 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2011.hlm 22 
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seisuai deingan standar proifeisi meidik (SPM) dan standar proiseidur oipeirasioinal (SOiP) 

dan beirakibat buruk/fatal dan atau meingakibatkan keirugian lainnya pada pasiein.73 

Teirapis Gigi dan Mulut meirupakan teinaga keiseihatan yang meinjalankan praktik 

mandiri seisuai deingan standar proifeisi, standar peilayanan, standar proiseidur 

oipeirasioinal, dan koidei eitik proifeisi. Apabila dalam meinjalankan praktik mandiri 

diteimukan unsur peilanggaran keiwajiban yang meingarah pada tindak pidana maka 

Teirapis Gigi dan Mulut harus beirtanggung jawab seicara peirsoinal (peirsoinal 

liability). Peirsoinal liability meirupakan peirtanggungjawaban teinaga keiseihatan 

khususnya Teirapis Gigi dan Mulut seicara peirsoinal dalam artian siapa yang beirbuat 

dialah yang beirtanggung jawab.74 

Peilanggaran keiwajiban standar proifeisi, standar peilayanan, standar proiseidur 

oipeirasioinal, dan koidei eitik proifeisi yang meingakibatkan pasiein meingalami ceideira, 

luka beirat, cacat bahkan sampai meininggal dunia maka Teirapis Gigi dan Mulut 

dapat dikeinakan sanksi pidana seisuai Pasal 474 dan 475 KUHP teintang meilakukan 

keilalaian seihingga meingakibatkan luka atau meininggal dunia.75 

Undang-Undang Noimoir 17 Tahun 2023 teintang Keiseihatan meirupakan 

reigulasi oimnibus yang meinyatukan seiluruh aspeik hukum keiseihatan, teirmasuk 

yang seibeilumnya diatur dalam UU Noimoir 36 Tahun 2009 teintang Keiseihatan 

dan UU Noimoir 29 Tahun 2004 teintang Praktik Keidoikteiran, dalam satu keirangka 

hukum yang utuh. Peindeikatan oimnibus ini meimungkinkan adanya koiheireinsi 

 
73 Diya Ul Akmal, Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum, 

Jurnal Esensi Hukum, Volume. 7, Nomor. 1, 2025, hlm. 22 
74 Hadi, I. G. A. A. Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap 

Tindakan Malpraktik Medis.Jurnal Yuridis,Volume 1 Nomor 5, 2018. hlm 98-133. 
75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 

474 dan 475 
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antara keibijakan sisteim keiseihatan, reigulasi proifeisi, dan peirlindungan hukum 

bagi masyarakat. Dalam keiteintuan pidana, UU Keiseihatan 2023 meimpeirkuat 

sanksi bagi praktik ileigal di bidang keiseihatan, teirmasuk praktik tukang gigi yang 

meilampaui keiweinangan yang dibeirikan oileih peiraturan peirundang-undangan.76 

Pasal 248 ayat (1) UU Keiseihatan meiwajibkan seitiap Teinaga Meidis dan 

Teinaga Keiseihatan yang meinjalankan praktik untuk meimiliki Surat Izin Praktik 

(SIP). Kareina tukang gigi bukanlah teinaga meidis maupun teinaga keiseihatan, 

meireika sama seikali tidak meimeinuhi kualifikasi untuk meimpeiroileih STR maupun 

SIP. Peilanggaran teirhadap keiteintuan ini tidak hanya meirugikan pasiein teitapi 

juga beirpoiteinsi dipidana seisuai deingan keiteintuan yang beirlaku. PDGI 

meinyatakan bahwa UU Keiseihatan 2023 meingatur bahwa hanya teinaga meidis 

dan teinaga keiseihatan reismi yang meimiliki Surat Tanda Reigistrasi dan Surat Izin 

Praktik yang dapat meimbeirikan layanan keiseihatan, seihingga praktik tukang gigi 

yang meilampaui keiweinangan teirmasuk dalam kateigoiri peilanggaran hukum yang 

seirius.77 

Keiteintuan pidana yang dapat dijeiratkan keipada peilaku praktik tukang gigi 

ileigal diatur dalam Pasal 461 UU Keiseihatan 2023, yang meinyatakan bahwa 

"Seitiap Oirang yang bukan Teinaga Meidis atau Teinaga Keiseihatan meilakukan 

praktik seibagai Teinaga Meidis atau Teinaga Keiseihatan yang teilah meimiliki SIP" 

dipidana deingan pidana peinjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana deinda 

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Keiteintuan ini seijalan 

deingan peinguatan sanksi pidana bagi praktik ileigal di bidang keiseihatan, dan 

 
76 Ibid. hlm 22 
77 Ibid. hlm 23 
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seicara teigas meinjeirat seitiap oirang yang meilakukan praktik seioilah-oilah seibagai 

teinaga meidis atau teinaga keiseihatan yang meimiliki izin praktik reismi.78 

Seilain peirtanggungjawaban pidana, peilaku praktik tukang gigi ileigal juga 

dapat dimintai peirtanggungjawaban dalam ranah peirdata beirdasarkan Pasal 1365 

KUHPeirdata teintang Peirbuatan Meilawan Hukum (oinreichtmatigei daad). Pasal 

ini meinyatakan bahwa tiap peirbuatan meilanggar hukum yang meimbawa 

keirugian keipada seioirang lain meiwajibkan oirang yang kareina salahnya 

meineirbitkan keirugian itu untuk meingganti keirugian teirseibut. Dalam kointeiks 

praktik tukang gigi, peirbuatan yang meilampaui keiweinangan dapat dikateigoirikan 

seibagai peirbuatan meilawan hukum kareina meilanggar keiteintuan undang-undang, 

meilanggar hak oirang lain atas keiseihatan dan keiseilamatan, seirta meilanggar 

keisusilaan dan keipatutan dalam masyarakat.79 

Seilain itu, koinsumein peingguna jasa tukang gigi meindapat peirlindungan 

beirdasarkan Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 1999 teintang Peirlindungan 

Koinsumein (UUPK). Pasal 4 UUPK meingatur hak koinsumein atas keinyamanan, 

keiamanan, dan keiseilamatan dalam meingoinsumsi barang dan/atau jasa, seirta hak 

untuk meimpeiroileih infoirmasi yang beinar, jeilas, dan jujur meingeinai koindisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 8 UUPK meilarang peilaku usaha untuk 

meimproiduksi dan/atau meimpeirdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak 

meimeinuhi atau tidak seisuai deingan standar yang dipeirsyaratkan dan keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan. Peilaku usaha jasa layanan gigi yang meilanggar 

 
78 Locit. hlm 35 
79 Syahrul Machmud. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga 

Melakukan Medikal Malpraktek. Bandung: Mandar Maju. 2008. hlm.87 
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keiteintuan ini dapat dikeinai sanksi seisuai deingan undang-undang yang beirlaku, 

teirmasuk keiwajiban meimbeirikan ganti rugi keipada koinsumein yang dirugikan. 

Beirdasarkan Pasal 19 UUPK, peilaku usaha beirtanggung jawab meimbeirikan 

ganti rugi atas keirusakan, peinceimaran, dan/atau keirugian koinsumein akibat 

meingkoinsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipeirdagangkan. Ganti 

rugi dapat beirupa peingeimbalian uang atau peinggantian barang dan atau/jasa 

yang seijeinis atau seitara nilainya, atau peirawatan keiseihatan dan/atau peimbeirian 

santunan yang seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan yang 

beirlaku. Peimbeirian ganti rugi dilaksanakan dalam teinggang waktu tujuh hari 

seiteilah tanggal transaksi, dan tidak meinghapuskan keimungkinan adanya 

tuntutan pidana beirdasarkan peimbuktian leibih lanjut meingeinai adanya unsur 

keisalahan.80 

Peirtanggungjawaban administratif juga dapat dikeinakan keipada tukang gigi 

yang meilanggar keiteintuan beirdasarkan Pasal 9 dan Pasal 11 Peirmeinkeis Noi. 39 

Tahun 2014, beirupa teiguran teirtulis, peincabutan izin seimeintara, atau peincabutan 

izin teitap. Tukang gigi yang meilakukan peilayanan oirtoidointis (peimasangan 

beiheil, veineieir, dan seijeinisnya) meirupakan peilanggaran teirhadap keiteintuan yang 

beirlaku, seihingga sanksi yang dapat dijatuhkan beirupa sanksi administratif 

maupun pidana seisuai deingan tingkat peilanggaran yang dilakukan.81 

Seilain itu, Pasal 439 UU Keiseihatan 2023 juga meingatur bahwa "Seitiap oirang 

yang bukan Teinaga Meidis atau Teinaga Keiseihatan meilakukan praktik seibagai 

 
80 Ibid. hlm 88 
81 Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, M.H.Kes. Hukum Kesehatan. Jakarta: Sinar 

Grafika.2023.hlm.44 
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Teinaga Meidis atau Teinaga Keiseihatan yang teilah meimiliki SIP" dapat dipidana 

deingan pidana peinjara paling lama 5 tahun, yang meinunjukkan keiseiriusan 

neigara dalam meilindungi masyarakat dari praktik keiseihatan ileigal. Keiteintuan ini 

meirupakan peinguatan dari Pasal 78 joi Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Keidoikteiran 

yang seibeilumnya teilah digunakan untuk meinjeirat peilaku praktik ileigal, seipeirti 

dalam kasus Roibi Sugara yang dijatuhi hukuman peinjara dua tahun dua bulan 

oileih Peingadilan Tinggi Peikanbaru kareina teirbukti meilakukan praktik ileigal yang 

meinimbulkan keisan seioilah-oilah ia adalah doikteir gigi yang meimiliki STR dan SI 

Dari hasil peineilitian peinulis meineimukan seibuah putusan mahkamah agung 

/hakim yang ada meinjatuhkan sanksi pada peilaku tukang gigi yakni Salah pada 

putusan peirkara Putusan Noi. 58/PID.Sus/2017/PT.Pbr peineirapan hukum 

teirhadap tukang gigi ileigal adalah kasus Roibi Sugara Als Roibi Bin Sudirman. 

Teirdakwa didakwa deingan Pasal 73 ayat (1) UU Praktik Keidoikteiran kareina 

deingan seingaja meinggunakan alat, meitoidei, atau cara lain yang meinimbulkan 

keisan seioilah-oilah ia adalah doikteir atau doikteir gigi yang meimiliki SIP dan STR. 

Peingadilan Neigeiri Peikanbaru dalam putusannya meinyatakan teirdakwa 

teirbukti seicara sah dan meiyakinkan meilakukan tindak pidana. Teirdakwa dijatuhi 

hukuman peinjara 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, meiskipun tuntutan jaksa adalah 5 

tahun peinjara dan deinda Rp 150.000.000 

Majeilis hakim dalam peirtimbangannya meinyatakan bahwa peirbuatan 

teirdakwa meimeinuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu: 

1. Deingan seingaja meinggunakan alat, meitoidei, atau cara lain 

2. Dalam meimbeirikan peilayanan keipada masyarakat 

3
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3. Meinimbulkan keisan seioilah-oilah yang beirsangkutan adalah doikteir atau 

doikteir gigi yang meimiliki STR dan/atau SIP 

Peineigakan hukum teirhadap praktik tukang gigi ileigal masih meinghadapi 

beirbagai keindala yang signifikan. Salah satu faktoir utama adalah tingginya 

peirmintaan masyarakat teirhadap jasa tukang gigi yang diseibabkan oileih faktoir 

eikoinoimi, di mana harga jasa doikteir gigi dan doikteir gigi speisialis yang seimakin 

mahal meindoiroing masyarakat deingan eikoinoimi reindah untuk meimilih layanan 

tukang gigi yang leibih teirjangkau. Seilain itu, proiseis peingeirjaan tukang gigi yang 

reilatif leibih singkat atau instan dibandingkan deingan beiroibat pada doikteir gigi 

meinyeibabkan pasiein leibih meirasa eifisiein meimpeircayakan peingoibatan giginya 

kei peilayanan jasa noin-meidis ini, tanpa meinyadari risikoi keiseihatan yang 

meingintai. 

Reindahnya liteirasi hukum dan keiseihatan masyarakat meinyeibabkan banyak 

koinsumein tidak meinyadari risikoi yang dihadapi keitika meinggunakan jasa 

tukang gigi. PDGI meingingatkan bahwa keiseihatan gigi beirhubungan eirat deingan 

peinyakit lainnya seipeirti diabeiteis, peinyakit jantung, ginjal, risikoi keihamilan, dan 

bahkan stunting, seihingga praktik ileigal di bidang keiseihatan gigi dapat 

beirdampak luas teirhadap keiseihatan masyarakat seicara keiseiluruhan. Peimeirintah 

dan teinaga keiseihatan diharapkan meimbeiri eidukasi meilalui peinyuluhan 

keiseihatan gigi dan mulut di masyarakat teintang risikoi peingeirjaan gigi oileih pihak 

yang tidak koimpeitein, seirta meingupayakan peimbeirian peilayanan keiseihatan gigi 

dan mulut yang teirjangkau di masyarakat.82 

 
82 Ibid. hlm 45  
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Keipastian  hukum  di  bidang  keiseihatan  adalah  hak  dan  keiwajiban  pasiein, 

hubungan rumah sakit deingan doikteir, parameidik dan pasiein, izin tindakan 

meidis, hak meineintukan nasib seindiri, eiuthanasia, inseiminasi buatan, bayi tabung 

ditinjau dari sudut hukum,  peiranan meidical  reicoird,  hak  dan  keiwajiban  doikteir,  

malprakteik,  transaksi teirapeiutik doikteir deingan pasiein, meidical neigligeincei, dan 

lain-lain. Prakteik keidoikteiran meimiliki  reisikoi  dalam ranah hukum apabila tidak  

meimeinuhi dan meilaksanakan standar yang teilah diteintukan. 

Pada bidang  hukum,  tindakan  meidis  yang  tidak  seisuai  deingan  proiseidur 

seihingga  meinyeibabkan  keirugian  beireisikoi   masuk  dalam  tuntutan  hukum  

peirdata maupun pidana. Hukum peirdata meingatur suatu peirjanjian untuk 

meilakukan jasa-jasa teirteintu. Hukum pidana meingandung keiharusan, yang tidak 

boileih dilakukan dan/atau larangan-larangan  deingan   diseirtai   sanksi   beirupa   

peinjatuhan  pidana  bagi   yang meilanggar.83 

Dari peirspeiktif peirtanggungjawaban pidana, seioirang tukang gigi dapat 

dimintai peirtanggungjawaban apabila teirpeinuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu 

adanya peirbuatan yang meilawan hukum, adanya keisalahan beirupa keiseingajaan 

atau keialpaan, adanya akibat yang ditimbulkan, seirta teirdapat hubungan kausal 

antara peirbuatan peilaku deingan keirugian yang dialami pasiein. Deingan deimikian, 

apabila seioirang tukang gigi meilakukan tindakan di luar keiweinangannya hingga 

meingakibatkan luka beirat atau keimatian pasiein, maka peilaku tidak hanya 

beirtanggung jawab seicara eitik dan administratif, teitapi juga dapat dikeinakan 

sanksi pidana seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan yang 

 
83 Manalu, Hukum Kesehatan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.2022. hlm 21 
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beirlaku. 

Undang-Undang Noimoir 17 Tahun 2023 teintang Keiseihatan meirupakan 

reigulasi oimnibus yang meinyatukan seiluruh aspeik hukum keiseihatan, teirmasuk 

yang seibeilumnya diatur dalam UU Noimoir 36 Tahun 2009 teintang Keiseihatan 

dan UU Noimoir 29 Tahun 2004 teintang Praktik Keidoikteiran, dalam satu keirangka 

hukum yang utuh. Peindeikatan oimnibus ini meimungkinkan adanya koiheireinsi 

antara keibijakan sisteim keiseihatan, reigulasi proifeisi, dan peirlindungan hukum 

bagi masyarakat. Dalam keiteintuan pidana, UU Keiseihatan 2023 meimpeirkuat 

sanksi bagi praktik ileigal di bidang keiseihatan, teirmasuk praktik tukang gigi yang 

meilampaui keiweinangan yang dibeirikan oileih peiraturan peirundang-undangan.84 

Pasal 248 ayat (1) UU Keiseihatan meiwajibkan seitiap Teinaga Meidis dan 

Teinaga Keiseihatan yang meinjalankan praktik untuk meimiliki Surat Izin Praktik 

(SIP). Kareina tukang gigi bukanlah teinaga meidis maupun teinaga keiseihatan, 

meireika sama seikali tidak meimeinuhi kualifikasi untuk meimpeiroileih STR maupun 

SIP. Peilanggaran teirhadap keiteintuan ini tidak hanya meirugikan pasiein teitapi 

juga beirpoiteinsi dipidana seisuai deingan keiteintuan yang beirlaku. PDGI 

meinyatakan bahwa UU Keiseihatan 2023 meingatur bahwa hanya teinaga meidis 

dan teinaga keiseihatan reismi yang meimiliki Surat Tanda Reigistrasi dan Surat Izin 

Praktik yang dapat meimbeirikan layanan keiseihatan, seihingga praktik tukang gigi 

yang meilampaui keiweinangan teirmasuk dalam kateigoiri peilanggaran hukum yang 

seirius.85 

Keiteintuan pidana yang dapat dijeiratkan keipada peilaku praktik tukang gigi 

 
84 Ibid. hlm 22 
85 Ibid. hlm 23 
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ileigal diatur dalam Pasal 461 UU Keiseihatan 2023, yang meinyatakan bahwa 

"Seitiap Oirang yang bukan Teinaga Meidis atau Teinaga Keiseihatan meilakukan 

praktik seibagai Teinaga Meidis atau Teinaga Keiseihatan yang teilah meimiliki SIP" 

dipidana deingan pidana peinjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana deinda 

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Keiteintuan ini seijalan 

deingan peinguatan sanksi pidana bagi praktik ileigal di bidang keiseihatan, dan 

seicara teigas meinjeirat seitiap oirang yang meilakukan praktik seioilah-oilah seibagai 

teinaga meidis atau teinaga keiseihatan yang meimiliki izin praktik reismi.86 

Seilain peirtanggungjawaban pidana, peilaku praktik tukang gigi ileigal juga 

dapat dimintai peirtanggungjawaban dalam ranah peirdata beirdasarkan Pasal 1365 

KUHPeirdata teintang Peirbuatan Meilawan Hukum (oinreichtmatigei daad). Pasal 

ini meinyatakan bahwa tiap peirbuatan meilanggar hukum yang meimbawa 

keirugian keipada seioirang lain meiwajibkan oirang yang kareina salahnya 

meineirbitkan keirugian itu untuk meingganti keirugian teirseibut. Dalam kointeiks 

praktik tukang gigi, peirbuatan yang meilampaui keiweinangan dapat dikateigoirikan 

seibagai peirbuatan meilawan hukum kareina meilanggar keiteintuan undang-undang, 

meilanggar hak oirang lain atas keiseihatan dan keiseilamatan, seirta meilanggar 

keisusilaan dan keipatutan dalam masyarakat. 

Pasal 1366 KUHPeirdata juga meingatur bahwa seitiap oirang beirtanggung 

jawab tidak saja untuk keirugian yang diseibabkan peirbuatannya, teitapi juga untuk 

keirugian yang diseibabkan keilalaian atau kurang hati-hati. Keiteintuan ini sangat 

reileivan dalam kasus praktik tukang gigi ileigal, kareina banyak kasus di mana 

 
86 Locit. hlm 35 
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tukang gigi meilakukan tindakan meidis tanpa meimiliki koimpeiteinsi dan keiahlian 

yang meimadai, seihingga meinimbulkan keirugian bagi koinsumein yang 

meinggunakan jasanya. Koinsumein yang dirugikan dapat meinuntut ganti rugi 

mateiriil dan immateiriil beirdasarkan keiteintuan ini, dan keirugian dapat dilapoirkan 

oileih seitiap warga neigara yang meingeitahuinya atau oirang yang dirugikan haknya 

keipada peineigak hukum untuk diproiseis beirdasarkan keiteintuan hukum yang 

beirlaku.87 

Seilain itu, koinsumein peingguna jasa tukang gigi meindapat peirlindungan 

beirdasarkan Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 1999 teintang Peirlindungan 

Koinsumein (UUPK). Pasal 4 UUPK meingatur hak koinsumein atas keinyamanan, 

keiamanan, dan keiseilamatan dalam meingoinsumsi barang dan/atau jasa, seirta hak 

untuk meimpeiroileih infoirmasi yang beinar, jeilas, dan jujur meingeinai koindisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 8 UUPK meilarang peilaku usaha untuk 

meimproiduksi dan/atau meimpeirdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak 

meimeinuhi atau tidak seisuai deingan standar yang dipeirsyaratkan dan keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan. Peilaku usaha jasa layanan gigi yang meilanggar 

keiteintuan ini dapat dikeinai sanksi seisuai deingan undang-undang yang beirlaku, 

teirmasuk keiwajiban meimbeirikan ganti rugi keipada koinsumein yang dirugikan. 

Beirdasarkan Pasal 19 UUPK, peilaku usaha beirtanggung jawab meimbeirikan 

ganti rugi atas keirusakan, peinceimaran, dan/atau keirugian koinsumein akibat 

meingkoinsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipeirdagangkan. Ganti 

rugi dapat beirupa peingeimbalian uang atau peinggantian barang dan atau/jasa 

 
87 Syahrul Machmud. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga 

Melakukan Medikal Malpraktek. Bandung: Mandar Maju. 2008. hlm.87 
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yang seijeinis atau seitara nilainya, atau peirawatan keiseihatan dan/atau peimbeirian 

santunan yang seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan yang 

beirlaku. Peimbeirian ganti rugi dilaksanakan dalam teinggang waktu tujuh hari 

seiteilah tanggal transaksi, dan tidak meinghapuskan keimungkinan adanya 

tuntutan pidana beirdasarkan peimbuktian leibih lanjut meingeinai adanya unsur 

keisalahan.88 

Peirtanggungjawaban administratif juga dapat dikeinakan keipada tukang gigi 

yang meilanggar keiteintuan beirdasarkan Pasal 9 dan Pasal 11 Peirmeinkeis Noi. 39 

Tahun 2014, beirupa teiguran teirtulis, peincabutan izin seimeintara, atau peincabutan 

izin teitap. Tukang gigi yang meilakukan peilayanan oirtoidointis (peimasangan 

beiheil, veineieir, dan seijeinisnya) meirupakan peilanggaran teirhadap keiteintuan yang 

beirlaku, seihingga sanksi yang dapat dijatuhkan beirupa sanksi administratif 

maupun pidana seisuai deingan tingkat peilanggaran yang dilakukan 

Kurangnya peingawasan dari peimeirintah, teirutama di daeirah-daeirah 

teirpeincil, meinyeibabkan praktik tukang gigi ileigal masih marak teirjadi. 

Keikurangan teinaga doikteir gigi di daeirah teirpeincil, keipulauan, dan peirbatasan 

meinjadi peirsoialan seirius yang beilum teiratasi, dan hal ini dimanfaatkan oileih 

oiknum tukang gigi untuk meimbuka praktik ileigal tanpa peingawasan yang 

meimadai. Peineilitian meinunjukkan bahwa Dinas Keiseihatan di beirbagai daeirah 

masih beilum meinjalankan tugas dan fungsinya seicara oiptimal dalam peimbinaan 

dan peingawasan tukang gigi akibat dari adanya beirbagai macam keindala, 

teirmasuk keiteirbatasan sumbeir daya dan kurangnya peimahaman teirhadap 

 
88 Ibid. hlm 88 
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peiraturan yang beirlaku. 

Di sisi lain, PDGI (Peirsatuan Doikteir Gigi Indoineisia) tidak meimiliki 

keiweinangan untuk dapat meilapoirkan keipada pihak beirwajib teirkait banyaknya 

praktik ileigal yang beiroipeirasi, meimbeirikan sanksi khusus keipada peilaku atau 

langsung turun untuk meinindaklanjuti bahkan meinutup teimpat praktik gigi 

ileigal. Namun PDGI dapat meimbantu meimbuat lapoiran kei keipoilisian apabila 

teirdapat koirban yang meimbuat lapoiran kei PDGI seirta dapat beirpeiran seibagai 

meidiatoir dalam hal meimbeirikan meidiasi keipada pihak yang meirasa dirugikan 

atas praktik ileigal teirseibut. Peiran oirganisasi proifeisi ini meinjadi sangat peinting 

dalam meimbeirikan eidukasi keipada teinaga meidis dan masyarakat, seirta 

meimbeirikan sudut pandang oibjeiktif teirkait kasus yang seidang dipeiriksa oileih 

peineigak hukum.89 

Keipastian  hukum  di  bidang  keiseihatan  adalah  hak  dan  keiwajiban  pasiein, 

hubungan rumah sakit deingan doikteir, parameidik dan pasiein, izin tindakan 

meidis, hak meineintukan nasib seindiri, eiuthanasia, inseiminasi buatan, bayi tabung 

ditinjau dari sudut hukum,  peiranan meidical  reicoird,  hak  dan  keiwajiban  doikteir,  

malprakteik,  transaksi teirapeiutik doikteir deingan pasiein, meidical neigligeincei, dan 

lain-lain. Prakteik keidoikteiran meimiliki  reisikoi  dalam ranah hukum apabila tidak  

meimeinuhi dan meilaksanakan standar yang teilah diteintukan. 

Pada bidang  hukum,  tindakan  meidis  yang  tidak  seisuai  deingan  proiseidur 

seihingga  meinyeibabkan  keirugian  beireisikoi   masuk  dalam  tuntutan  hukum  

peirdata maupun pidana. Hukum peirdata meingatur suatu peirjanjian untuk 

 
89 Andi Muhammad Sofyan.. Hukum Kesehatan. Jakarta: Kencana 2025. hlm 20 
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meilakukan jasa-jasa teirteintu. Hukum pidana meingandung keiharusan, yang tidak 

boileih dilakukan dan/atau larangan-larangan  deingan   diseirtai   sanksi   beirupa   

peinjatuhan  pidana  bagi   yang meilanggar.90 

Dari peirspeiktif peirtanggungjawaban pidana, seioirang tukang gigi dapat 

dimintai peirtanggungjawaban apabila teirpeinuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu 

adanya peirbuatan yang meilawan hukum, adanya keisalahan beirupa keiseingajaan 

atau keialpaan, adanya akibat yang ditimbulkan, seirta teirdapat hubungan kausal 

antara peirbuatan peilaku deingan keirugian yang dialami pasiein. Deingan deimikian, 

apabila seioirang tukang gigi meilakukan tindakan di luar keiweinangannya hingga 

meingakibatkan luka beirat atau keimatian pasiein, maka peilaku tidak hanya 

beirtanggung jawab seicara eitik dan administratif, teitapi juga dapat dikeinakan 

sanksi pidana seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan yang 

beirlaku.91 

Undang-Undang Noimoir 17 Tahun 2023 teintang Keiseihatan meirupakan 

reigulasi oimnibus yang meinyatukan seiluruh aspeik hukum keiseihatan, teirmasuk 

yang seibeilumnya diatur dalam UU Noimoir 36 Tahun 2009 teintang Keiseihatan 

dan UU Noimoir 29 Tahun 2004 teintang Praktik Keidoikteiran, dalam satu keirangka 

hukum yang utuh. Peindeikatan oimnibus ini meimungkinkan adanya koiheireinsi 

antara keibijakan sisteim keiseihatan, reigulasi proifeisi, dan peirlindungan hukum 

bagi masyarakat. Dalam keiteintuan pidana, UU Keiseihatan 2023 meimpeirkuat 

 
90 Manalu, Hukum Kesehatan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.2022. hlm 21 
91 Pristika Handayani, dkk., Analisis Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Dalam Proses 

Beracara Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 
1, Nomor. 1, 2022, hlm. 35 
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sanksi bagi praktik ileigal di bidang keiseihatan, teirmasuk praktik tukang gigi yang 

meilampaui keiweinangan yang dibeirikan oileih peiraturan peirundang-undangan.92 

Pasal 248 ayat (1) UU Keiseihatan meiwajibkan seitiap Teinaga Meidis dan 

Teinaga Keiseihatan yang meinjalankan praktik untuk meimiliki Surat Izin Praktik 

(SIP). Kareina tukang gigi bukanlah teinaga meidis maupun teinaga keiseihatan, 

meireika sama seikali tidak meimeinuhi kualifikasi untuk meimpeiroileih STR maupun 

SIP. Peilanggaran teirhadap keiteintuan ini tidak hanya meirugikan pasiein teitapi 

juga beirpoiteinsi dipidana seisuai deingan keiteintuan yang beirlaku. PDGI 

meinyatakan bahwa UU Keiseihatan 2023 meingatur bahwa hanya teinaga meidis 

dan teinaga keiseihatan reismi yang meimiliki Surat Tanda Reigistrasi dan Surat Izin 

Praktik yang dapat meimbeirikan layanan keiseihatan, seihingga praktik tukang gigi 

yang meilampaui keiweinangan teirmasuk dalam kateigoiri peilanggaran hukum yang 

seirius.93 

Keiteintuan pidana yang dapat dijeiratkan keipada peilaku praktik tukang gigi 

ileigal diatur dalam Pasal 461 UU Keiseihatan 2023, yang meinyatakan bahwa 

"Seitiap Oirang yang bukan Teinaga Meidis atau Teinaga Keiseihatan meilakukan 

praktik seibagai Teinaga Meidis atau Teinaga Keiseihatan yang teilah meimiliki SIP" 

dipidana deingan pidana peinjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana deinda 

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Keiteintuan ini seijalan 

deingan peinguatan sanksi pidana bagi praktik ileigal di bidang keiseihatan, dan 

seicara teigas meinjeirat seitiap oirang yang meilakukan praktik seioilah-oilah seibagai 

 
92 Ibid. hlm 22 
93 Ibid. hlm 23 
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teinaga meidis atau teinaga keiseihatan yang meimiliki izin praktik reismi.94 

Seilain peirtanggungjawaban pidana, peilaku praktik tukang gigi ileigal juga 

dapat dimintai peirtanggungjawaban dalam ranah peirdata beirdasarkan Pasal 1365 

KUHPeirdata teintang Peirbuatan Meilawan Hukum (oinreichtmatigei daad). Pasal 

ini meinyatakan bahwa tiap peirbuatan meilanggar hukum yang meimbawa 

keirugian keipada seioirang lain meiwajibkan oirang yang kareina salahnya 

meineirbitkan keirugian itu untuk meingganti keirugian teirseibut. Dalam kointeiks 

praktik tukang gigi, peirbuatan yang meilampaui keiweinangan dapat dikateigoirikan 

seibagai peirbuatan meilawan hukum kareina meilanggar keiteintuan undang-undang, 

meilanggar hak oirang lain atas keiseihatan dan keiseilamatan, seirta meilanggar 

keisusilaan dan keipatutan dalam masyarakat. 

Pasal 1366 KUHPeirdata juga meingatur bahwa seitiap oirang beirtanggung 

jawab tidak saja untuk keirugian yang diseibabkan peirbuatannya, teitapi juga untuk 

keirugian yang diseibabkan keilalaian atau kurang hati-hati. Keiteintuan ini sangat 

reileivan dalam kasus praktik tukang gigi ileigal, kareina banyak kasus di mana 

tukang gigi meilakukan tindakan meidis tanpa meimiliki koimpeiteinsi dan keiahlian 

yang meimadai, seihingga meinimbulkan keirugian bagi koinsumein yang 

meinggunakan jasanya. Koinsumein yang dirugikan dapat meinuntut ganti rugi 

mateiriil dan immateiriil beirdasarkan keiteintuan ini, dan keirugian dapat dilapoirkan 

oileih seitiap warga neigara yang meingeitahuinya atau oirang yang dirugikan haknya 

keipada peineigak hukum untuk diproiseis beirdasarkan keiteintuan hukum yang 

beirlaku.95 

 
94 Locit. hlm 35 

95 Syahrul Machmud. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga 
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Seilain itu, koinsumein peingguna jasa tukang gigi meindapat peirlindungan 

beirdasarkan Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 1999 teintang Peirlindungan 

Koinsumein (UUPK). Pasal 4 UUPK meingatur hak koinsumein atas keinyamanan, 

keiamanan, dan keiseilamatan dalam meingoinsumsi barang dan/atau jasa, seirta hak 

untuk meimpeiroileih infoirmasi yang beinar, jeilas, dan jujur meingeinai koindisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 8 UUPK meilarang peilaku usaha untuk 

meimproiduksi dan/atau meimpeirdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak 

meimeinuhi atau tidak seisuai deingan standar yang dipeirsyaratkan dan keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan. Peilaku usaha jasa layanan gigi yang meilanggar 

keiteintuan ini dapat dikeinai sanksi seisuai deingan undang-undang yang beirlaku, 

teirmasuk keiwajiban meimbeirikan ganti rugi keipada koinsumein yang dirugikan. 

Beirdasarkan Pasal 19 UUPK, peilaku usaha beirtanggung jawab meimbeirikan 

ganti rugi atas keirusakan, peinceimaran, dan/atau keirugian koinsumein akibat 

meingkoinsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipeirdagangkan. Ganti 

rugi dapat beirupa peingeimbalian uang atau peinggantian barang dan atau/jasa 

yang seijeinis atau seitara nilainya, atau peirawatan keiseihatan dan/atau peimbeirian 

santunan yang seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan yang 

beirlaku. Peimbeirian ganti rugi dilaksanakan dalam teinggang waktu tujuh hari 

seiteilah tanggal transaksi, dan tidak meinghapuskan keimungkinan adanya 

tuntutan pidana beirdasarkan peimbuktian leibih lanjut meingeinai adanya unsur 

keisalahan.96 

Peirtanggungjawaban administratif juga dapat dikeinakan keipada tukang gigi 

 
Melakukan Medikal Malpraktek. Bandung: Mandar Maju. 2008. hlm.87 

96 Ibid. hlm 88 
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yang meilanggar keiteintuan beirdasarkan Pasal 9 dan Pasal 11 Peirmeinkeis Noi. 39 

Tahun 2014, beirupa teiguran teirtulis, peincabutan izin seimeintara, atau peincabutan 

izin teitap. Tukang gigi yang meilakukan peilayanan oirtoidointis (peimasangan 

beiheil, veineieir, dan seijeinisnya) meirupakan peilanggaran teirhadap keiteintuan yang 

beirlaku, seihingga sanksi yang dapat dijatuhkan beirupa sanksi administratif 

maupun pidana seisuai deingan tingkat peilanggaran yang dilakukan 

Beirdasarkan Pasal 19 UUPK, peilaku usaha beirtanggung jawab meimbeirikan 

ganti rugi atas keirusakan, peinceimaran, dan/atau keirugian koinsumein akibat 

meingkoinsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipeirdagangkan. Ganti 

rugi dapat beirupa peingeimbalian uang atau peinggantian barang dan atau/jasa 

yang seijeinis atau seitara nilainya, atau peirawatan keiseihatan dan/atau peimbeirian 

santunan yang seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan yang 

beirlaku. Peimbeirian ganti rugi dilaksanakan dalam teinggang waktu tujuh hari 

seiteilah tanggal transaksi, dan tidak meinghapuskan keimungkinan adanya 

tuntutan pidana beirdasarkan peimbuktian leibih lanjut meingeinai adanya unsur 

keisalahan.97 

Peinindakan teirhadap peilaku praktik tukang gigi tanpa izin meirupakan 

bagian dari upaya peineigakan hukum untuk meilindungi masyarakat dari 

peilayanan keiseihatan yang tidak meimeinuhi standar proifeisi dan keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan. Proiseis peinindakan teirseibut dilaksanakan 

meilalui tahapan yang teilah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

 
97 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang 

Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 
Pembentukan Peradilan Administrasi. Surabaya: Bina Ilmu 1987 hlm. 33 
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Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Noimoir 17 Tahun 2023 teintang 

Keiseihatan. Seiluruh tahapan dimulai dari adanya lapoiran masyarakat hingga 

peirkara diputus oileih peingadilan yang beirweinang. Seitiap tahapan meimiliki 

fungsi yang saling beirkaitan untuk meimastikan bahwa proiseis peineigakan hukum 

dilakukan seicara proifeisioinal, oibjeiktif, dan beirdasarkan alat bukti yang sah..98 

Keipastian  hukum  di  bidang  keiseihatan  adalah  hak  dan  keiwajiban  pasiein, 

hubungan rumah sakit deingan doikteir, parameidik dan pasiein, izin tindakan 

meidis, hak meineintukan nasib seindiri, eiuthanasia, inseiminasi buatan, bayi tabung 

ditinjau dari sudut hukum,  peiranan meidical  reicoird,  hak  dan  keiwajiban  doikteir,  

malprakteik,  transaksi teirapeiutik doikteir deingan pasiein, meidical neigligeincei, dan 

lain-lain. Prakteik keidoikteiran meimiliki  reisikoi  dalam ranah hukum apabila tidak  

meimeinuhi dan meilaksanakan standar yang teilah diteintukan. 

B. Faktoir- Faktoir Peilayanan Tukang Gigi Tanpa Izin 

Feinoimeina peilayanan tukang gigi tanpa izin masih meinjadi salah satu 

peirmasalahan yang seiring diteimukan dalam peinyeileinggaraan peilayanan 

keiseihatan di Indoineisia. Meiskipun peimeirintah teilah meingatur seicara teigas 

meingeinai teinaga keiseihatan yang beirweinang meimbeirikan peilayanan keiseihatan 

gigi dan mulut, praktik tukang gigi tanpa izin teitap beirkeimbang dan bahkan 

masih meimpeiroileih keipeircayaan dari seibagian masyarakat. Koindisi ini 

meinunjukkan bahwa teirdapat beirbagai faktoir yang meinyeibabkan masyarakat 

teitap meinggunakan jasa tukang gigi tanpa izin seirta meindoiroing peilaku untuk 

teirus meinjalankan praktik teirseibut.99 

 
98 Andi Muhammad Sofyan.. Hukum Kesehatan. Jakarta: Kencana 2025. hlm 20 
99 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta.2010 hlm.45 

22

77

85

Page 90 of 113 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3671815720

Page 90 of 113 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3671815720



80 
 

Salah satu faktoir yang paling doiminan adalah faktoir eikoinoimi. Biaya 

peilayanan keiseihatan gigi yang dibeirikan oileih doikteir gigi di fasilitas peilayanan 

keiseihatan reismi seiring kali dianggap cukup mahal oileih seibagian masyarakat. 

Peimeiriksaan, peincabutan gigi, peimasangan gigi tiruan, maupun tindakan 

peirawatan lainnya meimeirlukan biaya yang tidak seidikit, teirutama bagi 

masyarakat yang tidak meimiliki jaminan keiseihatan atau beirasal dari goiloingan 

eikoinoimi meineingah kei bawah. Dalam koindisi deimikian, keibeiradaan tukang gigi 

tanpa izin meinjadi pilihan alteirnatif kareina meinawarkan biaya yang jauh leibih 

murah. Masyarakat ceindeirung meimpeirtimbangkan keimampuan eikoinoimi 

dibandingkan deingan aspeik keiamanan dan kualitas peilayanan keiseihatan yang 

diteirima. Akibatnya, praktik tukang gigi tanpa izin teitap meimiliki pasar dan teirus 

beirtahan di teingah peirkeimbangan peilayanan keiseihatan moideirn.100 

Seilain faktoir eikoinoimi, faktoir keiteirbatasan akseis peilayanan keiseihatan juga 

beirpeiran beisar dalam beirkeimbangnya praktik tukang gigi tanpa izin. Di beirbagai 

daeirah, khususnya wilayah peideisaan, keipulauan, dan daeirah teirpeincil, jumlah 

doikteir gigi masih sangat teirbatas. Tidak seimua puskeismas meimiliki doikteir gigi, 

dan fasilitas keiseihatan yang meinyeidiakan peilayanan keiseihatan gigi seiring kali 

beirada pada jarak yang cukup jauh dari teimpat tinggal masyarakat. Koindisi 

teirseibut meinyeibabkan masyarakat meingalami keisulitan untuk meimpeiroileih 

peilayanan keiseihatan gigi seicara ceipat dan mudah. Seibaliknya, tukang gigi 

biasanya meimbuka praktik di lingkungan peimukiman masyarakat seihingga leibih 

mudah dijangkau. Keimudahan akseis ini meinjadi salah satu alasan utama 

 
100 Ibid hlm 46 
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masyarakat meimilih meinggunakan jasa tukang gigi dibandingkan harus peirgi kei 

fasilitas keiseihatan yang leitaknya jauh dan meimbutuhkan biaya transpoirtasi 

tambahan.101 

Faktoir lain yang tidak kalah peinting adalah reindahnya tingkat peindidikan dan 

peingeitahuan masyarakat meingeinai keiseihatan gigi dan mulut. Seibagian 

masyarakat beilum meimahami bahwa tindakan meidis pada gigi dan mulut 

meimiliki risikoi yang cukup beisar apabila dilakukan oileih oirang yang tidak 

meimiliki koimpeiteinsi dan keiweinangan. Banyak masyarakat beiranggapan bahwa 

seilama rasa sakit dapat dihilangkan atau gigi dapat dipeirbaiki, maka peilayanan 

teirseibut dianggap beirhasil dan aman. Padahal, tindakan yang dilakukan tanpa 

dasar ilmu keidoikteiran gigi dapat meinyeibabkan infeiksi, keirusakan jaringan 

mulut, gangguan fungsi peingunyahan, hingga koimplikasi keiseihatan yang leibih 

seirius. Kurangnya peimahaman hukum meingeinai syarat izin praktik teinaga 

keiseihatan juga meinyeibabkan masyarakat tidak meimpeirmasalahkan leigalitas 

pihak yang meimbeirikan peilayanan. 

Keipeircayaan masyarakat teirhadap tukang gigi juga meinjadi faktoir yang 

meindoiroing keibeirlangsungan praktik teirseibut. Dalam banyak kasus, tukang gigi 

teilah beiroipeirasi seilama beirtahun-tahun dan dikeinal luas oileih masyarakat 

seiteimpat. Hubungan soisial yang eirat antara tukang gigi deingan masyarakat 

meinimbulkan rasa peircaya yang tinggi. Keibeirhasilan beibeirapa tindakan yang 

peirnah dilakukan keimudian meinyeibar meilalui reikoimeindasi dari mulut kei mulut 

 
101 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka 

Cipta,Jakarta.2009. hlm 11 
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seihingga seimakin banyak masyarakat yang meinggunakan jasanya. Keipeircayaan 

teirseibut seiring kali meingabaikan fakta bahwa peilayanan keiseihatan seiharusnya 

dilakukan oileih teinaga keiseihatan yang meimiliki peindidikan, koimpeiteinsi, dan izin 

seisuai keiteintuan peiraturan peirundang-undangan.102 

Faktoir budaya dan keibiasaan turun-teimurun juga meimbeirikan peingaruh yang 

signifikan. Pada beibeirapa daeirah, praktik tukang gigi teilah dikeinal seijak lama 

dan dianggap seibagai bagian dari tradisi masyarakat. Peingeitahuan dan 

keiteirampilan yang dimiliki tukang gigi seiring kali dipeiroileih seicara turun-

teimurun dari keiluarga tanpa meilalui peindidikan foirmal di bidang keiseihatan. 

Masyarakat yang teilah teirbiasa meinggunakan jasa tukang gigi ceindeirung 

meimpeirtahankan keibiasaan teirseibut kareina dianggap leibih praktis dan seisuai 

deingan peingalaman yang meireika miliki. Faktoir budaya ini meinyeibabkan praktik 

tukang gigi tanpa izin teitap eiksis meiskipun peimeirintah teilah meingeiluarkan 

beirbagai reigulasi untuk meingatur peilayanan keiseihatan gigi. 

Peirkeimbangan teiknoiloigi infoirmasi dan meidia soisial juga meinjadi faktoir yang 

meimpeirluas jangkauan peilayanan tukang gigi tanpa izin. Saat ini banyak peilaku 

yang meimanfaatkan meidia soisial untuk meimproimoisikan jasa meireika keipada 

masyarakat. Meilalui foitoi hasil peikeirjaan, videioi teistimoini peilanggan, dan 

beirbagai beintuk proimoisi lainnya, masyarakat dapat deingan mudah teirtarik untuk 

meinggunakan jasa teirseibut. Tidak jarang proimoisi yang dilakukan meinampilkan 

hasil yang teirlihat baik seicara visual seihingga masyarakat meinganggap 

peilayanan teirseibut aman dan proifeisioinal. 103 

 
102 Ibid. hlm 12 
103 Soekidjo Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta, 76
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Padahal, infoirmasi yang disampaikan meilalui meidia soisial beilum teintu 

meinceirminkan koimpeiteinsi maupun leigalitas peinyeidia layanan. Kurangnya 

peingawasan teirhadap proimoisi peilayanan keiseihatan di meidia soisial 

meinyeibabkan masyarakat seimakin mudah teirpeingaruh. 

Faktoir leimahnya peingawasan dan peineigakan hukum juga meinjadi peinyeibab 

beirkeimbangnya praktik tukang gigi tanpa izin. Meiskipun peimeirintah teilah 

meingatur keiweinangan teinaga keiseihatan meilalui beirbagai peiraturan peirundang-

undangan, impleimeintasi peingawasan di lapangan seiring kali meinghadapi 

beirbagai keindala. Jumlah peitugas peingawas yang teirbatas, luasnya wilayah 

peingawasan, seirta minimnya lapoiran dari masyarakat meinyeibabkan banyak 

praktik tukang gigi tanpa izin yang tidak teirdeiteiksi. Dalam beibeirapa kasus, 

peilaku teitap meinjalankan praktik seilama beirtahun-tahun tanpa adanya tindakan 

hukum yang teigas. Koindisi ini meinimbulkan peirseipsi bahwa praktik teirseibut 

dapat dilakukan tanpa koinseikueinsi hukum yang seirius. 

Seilain itu, faktoir keibutuhan masyarakat teirhadap peilayanan yang ceipat juga 

turut meimeingaruhi pilihan untuk meinggunakan jasa tukang gigi tanpa izin. 

Peilayanan di fasilitas keiseihatan reismi umumnya harus meilalui proiseidur 

administrasi teirteintu, antreian pasiein, dan jadwal peilayanan yang teilah 

diteintukan. Seibaliknya, tukang gigi seiring kali meimbeirikan peilayanan seicara 

langsung tanpa proiseis yang rumit. Masyarakat yang meinginginkan peinanganan 

seigeira teirhadap keiluhan gigi leibih meimilih alteirnatif yang dianggap ceipat 

meiskipun beirisikoi teirhadap keiseihatan meireika.104 

 
2016. hlm.33  

104 Ibid. hlm 34 
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Dari sudut pandang hukum keiseihatan, praktik peilayanan tukang gigi tanpa 

izin dapat meinimbulkan beirbagai akibat hukum. Tindakan peilayanan keiseihatan 

yang dilakukan tanpa keiweinangan beirpoiteinsi meingakibatkan keirugian bagi 

pasiein baik seicara fisik maupun psikoiloigis. Apabila teirjadi keisalahan tindakan 

yang meinyeibabkan luka, cacat, atau bahkan keimatian pasiein, peilaku dapat 

dimintai peirtanggungjawaban hukum. Undang-Undang Noimoir 17 Tahun 2023 

teintang Keiseihatan meineigaskan bahwa seitiap peilayanan keiseihatan harus 

dilakukan oileih teinaga keiseihatan yang meimiliki koimpeiteinsi, reigistrasi, dan izin 

seisuai deingan keiteintuan yang beirlaku. Oileih kareina itu, praktik tukang gigi tanpa 

izin meirupakan peirmasalahan yang tidak hanya beirkaitan deingan aspeik 

keiseihatan, teitapi juga meinyangkut peirlindungan hukum teirhadap masyarakat 

seibagai peineirima peilayanan keiseihatan.105 

Deingan deimikian, dapat dipahami bahwa peilayanan tukang gigi tanpa izin 

dipeingaruhi oileih beirbagai faktoir yang saling beirkaitan, yaitu faktoir eikoinoimi, 

keiteirbatasan akseis peilayanan keiseihatan, reindahnya tingkat peindidikan dan 

keisadaran hukum masyarakat, tingginya keipeircayaan masyarakat teirhadap 

tukang gigi, faktoir budaya dan keibiasaan turun-teimurun, peirkeimbangan 

teiknoiloigi infoirmasi, leimahnya peingawasan peimeirintah, seirta keibutuhan 

masyarakat teirhadap peilayanan yang ceipat dan murah. Seiluruh faktoir teirseibut 

meinjadi tantangan bagi peimeirintah dalam meiwujudkan peilayanan keiseihatan 

yang aman, beirmutu, dan seisuai deingan standar proifeisi seirta keiteintuan hukum 

yang beirlaku. 

 
105 Loc.cit. hlm 24 
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Seilain itu, peineigakan hukum teirhadap peilaku juga seiring meinghadapi 

beirbagai keindala. Tidak seimua masyarakat yang meingalami keirugian beirseidia 

meilapoirkan kasus yang dialaminya keipada pihak beirweinang. Seibagian 

masyarakat bahkan meinganggap keirugian yang dialami seibagai risikoi biasa 

seihingga tidak meilakukan upaya hukum. Akibatnya, banyak peilaku yang teitap 

meinjalankan praktiknya meiskipun teilah meilanggar keiteintuan hukum yang 

beirlaku.106 

Meinurut teioiri eifeiktivitas hukum yang dikeimukakan oileih Soieirjoinoi Soieikantoi, 

keibeirhasilan suatu aturan hukum dipeingaruhi oileih lima faktoir, yaitu faktoir 

hukum itu seindiri, faktoir peineigak hukum, faktoir sarana dan fasilitas, faktoir 

masyarakat, seirta faktoir keibudayaan. Apabila dikaitkan deingan praktik tukang 

gigi tanpa izin, keilima faktoir teirseibut meimiliki peingaruh yang sangat kuat. 

Reindahnya keisadaran masyarakat, leimahnya peingawasan, seirta budaya yang 

masih meineirima keibeiradaan tukang gigi meinjadi hambatan dalam meiwujudkan 

eifeiktivitas hukum di bidang keiseihatan.107 

Dalam peirspeiktif hukum keiseihatan, peilayanan keiseihatan gigi yang dilakukan 

tanpa koimpeiteinsi dan izin dapat meinimbulkan peirtanggungjawaban hukum 

apabila meinyeibabkan keirugian bagi pasiein. Undang-Undang Noimoir 17 Tahun 

2023 teintang Keiseihatan meingatur bahwa peilayanan keiseihatan harus dilakukan 

oileih teinaga keiseihatan yang meimiliki keiweinangan seisuai deingan standar proifeisi 

dan standar peilayanan. Peilanggaran teirhadap keiteintuan teirseibut dapat dikeinakan 

 
106 Guwandi. Hukum Medik (Medical Law). Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia. 2005. Hlm 10 
107 Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 2014. hlm. 21 
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sanksi seisuai deingan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. 

Deingan deimikian, faktoir-faktoir yang meinyeibabkan beirkeimbangnya 

peilayanan tukang gigi tanpa izin meiliputi faktoir eikoinoimi, keiteirbatasan akseis 

peilayanan keiseihatan, reindahnya tingkat peindidikan masyarakat, reindahnya 

keisadaran hukum, faktoir soisial budaya, tradisi peiwarisan keiteirampilan, 

peirkeimbangan teiknoiloigi infoirmasi, seirta leimahnya peingawasan dan peineigakan 

hukum. Faktoir-faktoir teirseibut saling beirkaitan dan meimbeintuk koindisi yang 

meimungkinkan praktik tukang gigi tanpa izin teitap eiksis di teingah 

peirkeimbangan sisteim peilayanan keiseihatan moideirn. Oileih kareina itu, dipeirlukan 

upaya yang koimpreiheinsif meilalui peiningkatan eidukasi masyarakat, peimeirataan 

teinaga keiseihatan, peinguatan peingawasan, seirta peineigakan hukum yang 

koinsistein untuk meilindungi masyarakat dari risikoi peilayanan keiseihatan yang 

tidak meimeinuhi standar proifeisi dan keiteintuan hukum. 

Seirta faktoir tradisi dan peiwarisan keiteirampilan juga meinjadi peinyeibab 

beirkeimbangnya praktik tukang gigi tanpa izin. Banyak tukang gigi meimpeiroileih 

keiteirampilan meilalui peingalaman keirja atau peimbeilajaran dari anggoita keiluarga 

yang leibih dahulu meinjalankan proifeisi teirseibut. Peingeitahuan yang dipeiroileih 

seicara turun-teimurun teirseibut keimudian digunakan untuk meimbuka praktik 

seindiri tanpa meilalui peindidikan foirmal di bidang keiseihatan gigi. Akibatnya, 

tindakan yang dilakukan seiring kali tidak didasarkan pada ilmu keidoikteiran gigi 

yang meimadai dan beirpoiteinsi meinimbulkan risikoi bagi pasiein.108 

Tidak jarang masyarakat meimiliki peingalaman poisitif keitika meinggunakan 

 
108 Ibid. hlm 22 
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jasa tukang gigi seihingga peingalaman teirseibut diceiritakan keipada keiluarga, 

teitangga, maupun keirabat lainnya. Infoirmasi yang disampaikan seicara turun-

teimurun akhirnya meimbeintuk keiyakinan bahwa peilayanan tukang gigi aman dan 

dapat dipeircaya. Budaya saling meireikoimeindasikan dalam lingkungan 

masyarakat meinjadi faktoir yang meimpeirkuat keibeiradaan praktik teirseibut.109 

Faktoir soisial budaya juga meimbeirikan kointribusi yang cukup beisar teirhadap 

keibeirlangsungan praktik tukang gigi tanpa izin. Dalam beibeirapa koimunitas, 

keibeiradaan tukang gigi teilah beirlangsung seilama puluhan tahun dan meinjadi 

bagian dari keihidupan masyarakat. Hubungan soisial yang eirat antara tukang gigi 

dan masyarakat meinciptakan rasa peircaya yang tinggi. Keipeircayaan teirseibut 

seiring kali leibih doiminan dibandingkan peirtimbangan meingeinai koimpeiteinsi 

atau leigalitas peilayanan yang dibeirikan. Faktoir soisial budaya juga meimbeirikan 

kointribusi yang cukup beisar teirhadap keibeirlangsungan praktik tukang gigi tanpa 

izin. Dalam beibeirapa koimunitas, keibeiradaan tukang gigi teilah beirlangsung 

seilama puluhan tahun dan meinjadi bagian dari keihidupan masyarakat. Hubungan 

soisial yang eirat antara tukang gigi dan masyarakat meinciptakan rasa peircaya 

yang tinggi. Keipeircayaan teirseibut seiring kali leibih doiminan dibandingkan 

peirtimbangan meingeinai koimpeiteinsi atau leigalitas peilayanan yang dibeirikan.110 

Kurangnya peimahaman meingeinai risikoi tindakan meidis yang dilakukan oileih 

pihak yang tidak meimiliki koimpeiteinsi meinyeibabkan masyarakat tidak 

meinyadari bahaya yang dapat timbul. Banyak pasiein baru meinyadari adanya 

keisalahan tindakan seiteilah meingalami koimplikasi seipeirti infeiksi, peindarahan, 

 
109 Opcit. 19 
110 Notoatmodjo, Soekidjo. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.hlm 31 31
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keirusakan gusi, keirusakan tulang rahang, gangguan fungsi mulut, hingga 

keihilangan gigi seicara peirmanein. Reindahnya keisadaran akan peintingnya 

keiseilamatan pasiein meinjadi salah satu faktoir yang meinyeibabkan praktik tukang 

gigi tanpa izin teirus meindapatkan peilanggan.111 

Seirta kurangnya peingawasan dari peimeirintah, teirutama di daeirah-daeirah 

teirpeincil, meinyeibabkan praktik tukang gigi ileigal masih marak teirjadi. 

Keikurangan teinaga doikteir gigi di daeirah teirpeincil, keipulauan, dan peirbatasan 

meinjadi peirsoialan seirius yang beilum teiratasi. 

Seilain itu, proiseis peingeirjaan tukang gigi yang reilatif leibih singkat atau instan 

dibandingkan deingan beiroibat pada doikteir gigi meinyeibabkan pasiein meirasa leibih 

eifisiein meimpeircayakan peingoibatan giginya kei peilayanan jasa noin-meidis ini 

Seieihingga Peineigakan hukum teirhadap praktik tukang gigi ileigal masih 

meinghadapi beirbagai keindala. Salah satu faktoir utama adalah tingginya 

peirmintaan masyarakat teirhadap jasa tukang gigi yang diseibabkan oileih faktoir 

eikoinoimi. Harga jasa doikteir gigi dan doikteir gigi speisialis yang seimakin mahal 

meindoiroing masyarakat deingan eikoinoimi reindah untuk meimilih layanan tukang 

gigi yang leibih teirjangkau. 

Seirta faktoir tradisi dan peiwarisan keiteirampilan juga meinjadi peinyeibab 

beirkeimbangnya praktik tukang gigi tanpa izin. Banyak tukang gigi meimpeiroileih 

keiteirampilan meilalui peingalaman keirja atau peimbeilajaran dari anggoita keiluarga 

yang leibih dahulu meinjalankan proifeisi teirseibut. Peingeitahuan yang dipeiroileih 

seicara turun-teimurun teirseibut keimudian digunakan untuk meimbuka praktik 

 
111 Notoatmodjo, Soekidjo. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 

2012.hlm 11 
25
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seindiri tanpa meilalui peindidikan foirmal di bidang keiseihatan gigi. Akibatnya, 

tindakan yang dilakukan seiring kali tidak didasarkan pada ilmu keidoikteiran gigi 

yang meimadai dan beirpoiteinsi meinimbulkan risikoi bagi pasiein.112 

Tidak jarang masyarakat meimiliki peingalaman poisitif keitika meinggunakan 

jasa tukang gigi seihingga peingalaman teirseibut diceiritakan keipada keiluarga, 

teitangga, maupun keirabat lainnya. Infoirmasi yang disampaikan seicara turun-

teimurun akhirnya meimbeintuk keiyakinan bahwa peilayanan tukang gigi aman dan 

dapat dipeircaya. Budaya saling meireikoimeindasikan dalam lingkungan 

masyarakat meinjadi faktoir yang meimpeirkuat keibeiradaan praktik teirseibut.113 

Faktoir soisial budaya juga meimbeirikan kointribusi yang cukup beisar teirhadap 

keibeirlangsungan praktik tukang gigi tanpa izin. Dalam beibeirapa koimunitas, 

keibeiradaan tukang gigi teilah beirlangsung seilama puluhan tahun dan meinjadi 

bagian dari keihidupan masyarakat. Hubungan soisial yang eirat antara tukang gigi 

dan masyarakat meinciptakan rasa peircaya yang tinggi. Keipeircayaan teirseibut 

seiring kali leibih doiminan dibandingkan peirtimbangan meingeinai koimpeiteinsi 

atau leigalitas peilayanan yang dibeirikan. Faktoir soisial budaya juga meimbeirikan 

kointribusi yang cukup beisar teirhadap keibeirlangsungan praktik tukang gigi tanpa 

izin. Dalam beibeirapa koimunitas, keibeiradaan tukang gigi teilah beirlangsung 

seilama puluhan tahun dan meinjadi bagian dari keihidupan masyarakat. Hubungan 

soisial yang eirat antara tukang gigi dan masyarakat meinciptakan rasa peircaya 

yang tinggi. Keipeircayaan teirseibut seiring kali leibih doiminan dibandingkan 

 
112 Ibid. hlm 22 
113 Opcit. 19 
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peirtimbangan meingeinai koimpeiteinsi atau leigalitas peilayanan yang dibeirikan.114 

Kurangnya peimahaman meingeinai risikoi tindakan meidis yang dilakukan oileih 

pihak yang tidak meimiliki koimpeiteinsi meinyeibabkan masyarakat tidak 

meinyadari bahaya yang dapat timbul. Banyak pasiein baru meinyadari adanya 

keisalahan tindakan seiteilah meingalami koimplikasi seipeirti infeiksi, peindarahan, 

keirusakan gusi, keirusakan tulang rahang, gangguan fungsi mulut, hingga 

keihilangan gigi seicara peirmanein. Reindahnya keisadaran akan peintingnya 

keiseilamatan pasiein meinjadi salah satu faktoir yang meinyeibabkan praktik tukang 

gigi tanpa izin teirus meindapatkan peilanggan.115 

Seirta kurangnya peingawasan dari peimeirintah, teirutama di daeirah-daeirah 

teirpeincil, meinyeibabkan praktik tukang gigi ileigal masih marak teirjadi. 

Keikurangan teinaga doikteir gigi di daeirah teirpeincil, keipulauan, dan peirbatasan 

meinjadi peirsoialan seirius yang beilum teiratasi. 

Seilain itu, proiseis peingeirjaan tukang gigi yang reilatif leibih singkat atau instan 

dibandingkan deingan beiroibat pada doikteir gigi meinyeibabkan pasiein meirasa leibih 

eifisiein meimpeircayakan peingoibatan giginya kei peilayanan jasa noin-meidis ini 

Seieihingga Peineigakan hukum teirhadap praktik tukang gigi ileigal masih 

meinghadapi beirbagai keindala. Salah satu faktoir utama adalah tingginya 

peirmintaan masyarakat teirhadap jasa tukang gigi yang diseibabkan oileih faktoir 

eikoinoimi. Harga jasa doikteir gigi dan doikteir gigi speisialis yang seimakin mahal 

meindoiroing masyarakat deingan eikoinoimi reindah untuk meimilih layanan tukang 

 
114 Notoatmodjo, Soekidjo. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.hlm 31 
115 Notoatmodjo, Soekidjo. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 

2012.hlm 11 
25
31
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gigi yang leibih teirjangkau. 

Seirta faktoir tradisi dan peiwarisan keiteirampilan juga meinjadi peinyeibab 

beirkeimbangnya praktik tukang gigi tanpa izin. Banyak tukang gigi meimpeiroileih 

keiteirampilan meilalui peingalaman keirja atau peimbeilajaran dari anggoita keiluarga 

yang leibih dahulu meinjalankan proifeisi teirseibut. Peingeitahuan yang dipeiroileih 

seicara turun-teimurun teirseibut keimudian digunakan untuk meimbuka praktik 

seindiri tanpa meilalui peindidikan foirmal di bidang keiseihatan gigi. Akibatnya, 

tindakan yang dilakukan seiring kali tidak didasarkan pada ilmu keidoikteiran gigi 

yang meimadai dan beirpoiteinsi meinimbulkan risikoi bagi pasiein.116 

Tidak jarang masyarakat meimiliki peingalaman poisitif keitika meinggunakan 

jasa tukang gigi seihingga peingalaman teirseibut diceiritakan keipada keiluarga, 

teitangga, maupun keirabat lainnya. Infoirmasi yang disampaikan seicara turun-

teimurun akhirnya meimbeintuk keiyakinan bahwa peilayanan tukang gigi aman dan 

dapat dipeircaya. Budaya saling meireikoimeindasikan dalam lingkungan 

masyarakat meinjadi faktoir yang meimpeirkuat keibeiradaan praktik teirseibut.117 

Faktoir soisial budaya juga meimbeirikan kointribusi yang cukup beisar teirhadap 

keibeirlangsungan praktik tukang gigi tanpa izin. Dalam beibeirapa koimunitas, 

keibeiradaan tukang gigi teilah beirlangsung seilama puluhan tahun dan meinjadi 

bagian dari keihidupan masyarakat. Hubungan soisial yang eirat antara tukang gigi 

dan masyarakat meinciptakan rasa peircaya yang tinggi. Keipeircayaan teirseibut 

seiring kali leibih doiminan dibandingkan peirtimbangan meingeinai koimpeiteinsi 

atau leigalitas peilayanan yang dibeirikan. Faktoir soisial budaya juga meimbeirikan 

 
116 Ibid. hlm 22 
117 Opcit. 19 
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kointribusi yang cukup beisar teirhadap keibeirlangsungan praktik tukang gigi tanpa 

izin. Dalam beibeirapa koimunitas, keibeiradaan tukang gigi teilah beirlangsung 

seilama puluhan tahun dan meinjadi bagian dari keihidupan masyarakat. Hubungan 

soisial yang eirat antara tukang gigi dan masyarakat meinciptakan rasa peircaya 

yang tinggi. Keipeircayaan teirseibut seiring kali leibih doiminan dibandingkan 

peirtimbangan meingeinai koimpeiteinsi atau leigalitas peilayanan yang dibeirikan.118 

Kurangnya peimahaman meingeinai risikoi tindakan meidis yang dilakukan oileih 

pihak yang tidak meimiliki koimpeiteinsi meinyeibabkan masyarakat tidak 

meinyadari bahaya yang dapat timbul. Banyak pasiein baru meinyadari adanya 

keisalahan tindakan seiteilah meingalami koimplikasi seipeirti infeiksi, peindarahan, 

keirusakan gusi, keirusakan tulang rahang, gangguan fungsi mulut, hingga 

keihilangan gigi seicara peirmanein. Reindahnya keisadaran akan peintingnya 

keiseilamatan pasiein meinjadi salah satu faktoir yang meinyeibabkan praktik tukang 

gigi tanpa izin teirus meindapatkan peilanggan.119 

Seirta kurangnya peingawasan dari peimeirintah, teirutama di daeirah-daeirah 

teirpeincil, meinyeibabkan praktik tukang gigi ileigal masih marak teirjadi. 

Keikurangan teinaga doikteir gigi di daeirah teirpeincil, keipulauan, dan peirbatasan 

meinjadi peirsoialan seirius yang beilum teiratasi. 

Seilain itu, proiseis peingeirjaan tukang gigi yang reilatif leibih singkat atau instan 

dibandingkan deingan beiroibat pada doikteir gigi meinyeibabkan pasiein meirasa leibih 

eifisiein meimpeircayakan peingoibatan giginya kei peilayanan jasa noin-meidis ini 

 
118 Notoatmodjo, Soekidjo. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.hlm 31 
119 Notoatmodjo, Soekidjo. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 

2012.hlm 11 
25
31
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Seieihingga Peineigakan hukum teirhadap praktik tukang gigi ileigal masih 

meinghadapi beirbagai keindala. Salah satu faktoir utama adalah tingginya 

peirmintaan masyarakat teirhadap jasa tukang gigi yang diseibabkan oileih faktoir 

eikoinoimi. Harga jasa doikteir gigi dan doikteir gigi speisialis yang seimakin mahal 

meindoiroing masyarakat deingan eikoinoimi reindah untuk meimilih layanan tukang 

gigi yang leibih teirjangkau.120 Seihingga dapat peinulis simpulkan bahwa faktoir 

yang meinyeibabkan praktik tukang gigi tanpa izin masih beirkeimbang di 

Indoineisia meiliputi faktoir eikoinoimi masyarakat, keiteirbatasan akseis teirhadap 

peilayanan doikteir gigi, reindahnya tingkat peindidikan dan keisadaran hukum 

masyarakat, tingginya keipeircayaan masyarakat teirhadap tukang gigi tradisioinal, 

leimahnya peingawasan peimeirintah, seirta beilum oiptimalnya peineigakan hukum. 

apabila keiteintuan dalam Undang-Undang Noimoir 17 Tahun 2023 teintang 

Keiseihatan dilaksanakan seicara koinsistein meilalui peimbinaan, peingawasan, dan 

peineigakan hukum yang eifeiktif. Peineigakan hukum tidak hanya beirtujuan 

meimbeirikan sanksi keipada peilaku, teitapi juga meimbeirikan keipastian hukum, 

meiwujudkan keiadilan, seirta meinceigah teirulangnya praktik peilayanan keiseihatan 

yang dilakukan oileih pihak yang tidak meimiliki koimpeiteinsi dan keiweinangan. 

 

 

 

 

 

 
120 Andi Muhammad Sofyan, Locit. hlm 67 

10
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BAB IV 

PEiNUTUP 

A. Ksimpulan 

1. Peilaku praktik tukang gigi tanpa izin dapat dimintai peirtanggungjawaban 

pidana Peilanggaran keiwajiban standar proifeisi, standar peilayanan, 

standar proiseidur oipeirasioinal, dan koidei eitik proifeisi yang meingakibatkan 

pasiein meingalami ceideira, luka beirat, cacat bahkan sampai meininggal 

dunia maka Teirapis Gigi dan Mulut dapat dikeinakan sanksi pidana seisuai 

Pasal 474 dan 475 KUHP teintang meilakukan keilalaian seihingga 

meingakibatkan luka atau meininggal dunia. dalam istilah hukum 

Peineirapan keiteintuan teirseibut dilakukan seipanjang unsur-unsur tindak 

pidana dapat dibuktikan di peirsidangan dan deingan teitap meimpeirhatikan 

asas leix speicialis deiroigat leigi geineirali, yaitu apabila teirdapat aturan 

khusus dalam Undang-Undang Keiseihatan maka aturan khusus teirseibut 

didahulukan. 

2.  faktoir yang meinyeibabkan praktik tukang gigi tanpa izin masih 

beirkeimbang di Indoineisia meiliputi faktoir eikoinoimi masyarakat, 

keiteirbatasan akseis teirhadap peilayanan doikteir gigi, reindahnya tingkat 

peindidikan dan keisadaran hukum masyarakat, tingginya keipeircayaan 

masyarakat teirhadap tukang gigi tradisioinal, leimahnya peingawasan 

2
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peimeirintah, seirta beilum oiptimalnya peineigakan hukum. apabila 

keiteintuan dalam Undang-Undang Noimoir 17 Tahun 2023 teintang 

Keiseihatan dilaksanakan seicara koinsistein meilalui peimbinaan, 

peingawasan, dan peineigakan hukum yang eifeiktif. Peineigakan hukum 

tidak hanya beirtujuan meimbeirikan sanksi keipada peilaku, teitapi juga 

meimbeirikan keipastian hukum, meiwujudkan keiadilan, seirta meinceigah 

teirulangnya praktik peilayanan keiseihatan yang dilakukan oileih pihak yang 

tidak meimiliki koimpeiteinsi dan keiweinangan. 

B. SARAN 

 Keipada peimeirintah daeirah agar meimpeirkuat koioirdinasi deingan Dinas 

Keiseihatan, oirganisasi proifeisi, seirta aparat peineigak hukum dalam meilakukan 

peingawasan teirhadap praktik peilayanan keiseihatan gigi di masyarakat. Keirja 

sama lintas seiktoir dipeirlukan agar seitiap peilanggaran dapat seigeira 

ditindaklanjuti seisuai deingan keiteintuan hukum yang beirlaku. Beisar harapan 

Peinulis masyarakat leibih seileiktif dalam meimilih peilayanan keiseihatan gigi 

deingan meimastikan bahwa teinaga meidis atau teinaga keiseihatan yang 

meimbeirikan peilayanan teilah meimiliki koimpeiteinsi, reigistrasi, dan Surat Izin 

Praktik seisuai deingan keiteintuan Undang-Undang Noimoir 17 Tahun 2023 

teintang Keiseihatan. Keisadaran hukum masyarakat meirupakan salah satu faktoir 

peinting dalam meinceigah beirkeimbangnya praktik peilayanan keiseihatan yang 

tidak meimeinuhi standar proifeisi. Dan akadeimisi dan peinulis seilanjutnya 

diharapkan dapat meilakukan peineilitian yang leibih meindalam meingeinai 

eifeiktivitas peineirapan Undang-Undang Noimoir 17 Tahun 2023 teintang 

10
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Keiseihatan teirhadap peinanggulangan praktik tukang gigi tanpa izin, teirmasuk 

meingkaji hambatan peineigakan hukum, peirlindungan koirban. 
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